UNIVERSITAS INDONESIA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN
KUALITAS UDARA PERKOTAAN TERKAIT
TRANSPORTASI DI PROPINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2008

TESIS

OLEH :
ANDI ALFIAN ZAINUDDIN
INPM : 0706188435

PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS INDONESIA

DEPOK, 2008

Implementsi kebijakan..., Andi Alfian Zainuddin, FKM Ul, 2008



PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT

KEBIJAKAN KESEHATAN
Tesis, Desember 2008

Andi Alfian Zainuddin, NPM. 0706188435

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kualitas Udara Perkotaan Terkait
Transportasi Di Propinsi DKI Jakarta Tahun 2008

ix + 97 halaman, 5 tabel, 16 gambar, 15 lampiran
ABSTRAK

Pemerintah DKI Jakarta telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk
mencegah dan menanggulangi pencemaran udara akan tetapi, masih banyak kendala
dalam implementasi kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan terkait
transportasi khususnya di Propinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini
untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan kualitas wdara perkotaan
terkait transportasi di Propinsi DKI Jakarta dengan pendekatan model sistern. Hal
yang dilthat antara lain : instrumen kebijakan, sumber daya dan manajemen.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif untuk
menggali secara mendalam informasi yang ingin diketahui. Dalam penelitian ini data
yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh
dengan melakukan wawancara mendalam. Data sekunder diperoleh melalui telaah
dokumen. Data primer digali dari berbagai informan yang berkompeten, yakni:
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Biro Hukum, Badan Pengelola Dampak
Lingkungan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan Samsat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen kebijakan telah ada, akan
tetapi dipersepsikan hanya berlaku untuk BPLHD, penegakan hukum yang belum
dilaksanakan secara sebenarmnya dikarenakan sistem dan koordinasi yang belum
maksimal, sumber daya manusia dan dana yang masih kurang, serta tidak adanya
rencana strategis sehingga belum maksimalnya manajemen dan koordinasi.

Oleh karena itu, dalam implementasi kebijakan pengelolaan kualitas udara
perkotaan yang efektif, beberapa faktor tersebut perlu diperhatikan oleh pembuat dan
pelaksana kebijakan.
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ABSTRACT

The Government of DKI Jakarta Province had released some policies
regarding to prevent and remedy air poilution. However, there are much problems
related with urban air quality in DKI Jakarta Province. So that, purpose of this study
will know implementation of wrban air quality management policy related to
transportation by system model approach. The matter will be studied are policy
instruments, resources and management,

This study is qualitative study to delv more information thoughtfully. In this
study, primary and secondary data will be used. Primary data are collected from in
depth interview with competent sources such as Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Biro Hukum, Badan Pengelola Dampak Lingkungan Daerah, Dinas Perhubungan,
Dinas Kesehatan and Samsat. Secondary data are collected by conducting
documents.

The study resul showed that policy instrument has existed, but they are
perceived only effective for BPLHD, real law eanforcement has been not
implemented because system and coordination are not maximalized, human and
money resources are minimal, and there is no strategic planning so that management
and coordination are not maximalized.

Therefore, to make implementation of urban air quality management policy
become effective, the factors should be respected by related parties especially policy

makers and policy implementors.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistemn di dalam tubuh tidak lepas dengan sistem lain di luar tubuh. Capra
membuka mata ahli-ahli kesehatan tentang cara pandang terhadap kesehatan itu
sendiri. Kesehatan, memerlukan suatu kondisi yang seimbang antara pengaruh
lingkungan, cara hidup dan komponen hakikat dari manusia. Bahkan, jauh di abad
yang lampau, kedokteran ala Hippocrates telah mengemulicakan bagaimana pengaruh
dari udara, air, tanah, makanan dan kebiasaan hidup menjadi sangat berpengaruh
terhadap kesejahteraan individu yang dimuat dalam salah satu buku dari Hippocratia
Corpus vang berjudul Afrs, Waters and Places. (Capra 2004, p.381)

Salah satu pengaruh lingkungan yang mempunyai efek yang signifikan
terhadap kesechatan adalah masalah pencemaran udara. Ostro (2004) membagi 3

dampak pencemaran udara terhadap kesehatan, yaitu :

1. Kematian yang berkenaan dengan long ferm exposure yaitu kematian akibat

penyakit kardiopulmonal dan kanker paru.

2. Kematian yang berkenaan dengan short ferm exposure yaitu kematjan akibat

gangguan pernafasan pada bayi dan anak

3. Seluruh penyebab kematian lainnya yang berkenaan dengan short rerm exposure

pada keseluruhan populasi. (p.5)
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Kojima dan Lovei (2001} menyatakan bahwa di negara-negara berkembang,
setiap tahunnya diperkirakan 0,5 juta sampai dengan | juta orang meninggal akibat
penyakit paru maupun penyakit lainnya yang berhubungan dengan polusi udara
perkotaan dan jutaan orang lainnya beresiko terkena penyakit tersebut. (p.1). Selain
itu, Cohen et al (2005) menyatakan bahwa akibat polusi udara terkait PM
(Particulate Matter), sekitar 3 % kematian yang disebabkan oleh penyakit
kardiopulmonal, sekitar 5§ % kematian yang disebabkan kanker bronkus, kanker
trakea serta kanker pamn-paru, dan sekitar 1 % kematian anak yang terkena infeksi
pernafasan akut di perkotaan di seluruh dunia. Secara keseluruhan diperkirakan

800.000 orang meninggal dini dan 6,4 juta orang kehilangan harapan hidup. (p.4)

Studi WHO yang dilakukan di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat
melaporkan risiko relatif kematian pada setiap peningkatan 10 pg/m’ pencemar
partikel debu (PM;g), black smoke dan ozon (di Eropa), dan PM;s (di USA).
Laporan ini menunjukkan setiap peningkatan 10 pg/m’ pencemar PM, (di Eropa)
akan meningkatkan risiko relatif kematian akibat penyakit paru-paru sebesar 1,013
kali terhadap mereka yang tinggal di wilayah tercemar PM,o dibandingkan dengan
mereka yang tinggal di wilayah tanpa pencemaran PM;,. (WHO Europe Report
2004, p.16)

Estimasi risiko penyakit yang disebabkan oleh pencemaran udara kebanyakan
terjadi di negara-negara berkembang terutama di kawasan Asia yang berjumlah dua
pertiga dari keseluruhan estimasi global. (Cohen, et al 2005, p.5). WHO juga
melaporkan lebih dari 530.000 kematian setiap tahunnya akibat polusi udara di

perkotaan di Asia, (CAI-Asia 2007, p.4).
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Di Indonesia, masalah pencemaran udara juga membawa dampak yang
berarti bagi kesehatan. Susenas tahun 2006 melaporkan bahwa keluhan batuk
merupakan jenis keluhan kesehatan terbanyak yaitu 49,92% diikuti oleh pilek
sebanyak 48,93 %, di mana kedua keluhan tersebut merupakan keluhan utama
penyakit gangguan saluran pernapasan. (BPS 2006, p.44). Selain itu, data Depkes
(2005) melaporkan gambaran pola penyakit terbanyak pada instalasi rawat jalan
ditempati oleh penyakit infeksi saluran pernafasan bagian atas akut berjumiah
1.117.179 pasien atan 7,05%. Diketahui bahwa penyebab ferjadinya ISPA dan
penyakit gangguan saluran pemapasan lzin adalah: rendahnya kualitas udara di
dalam mmah dan atau di luar rumah baik secara biologis, fisik, maupun kimia.
(p-23).

Di DKI Jakarta, ISPA juga merupakan penyakit terbanyak yang diderita oleh
anak-anak. Profil Kesehatan DKI Jakarta 2004 yang dikutip oleh Bappenas (2006)
menunjukkan bahwa sekitar 46% penyakit gangguan pernapasan terkait dengan
pencemaran udara (ISPA 43%, iritasi mata 1,7% dan asma 1,4%), dan sekitar 32%
kematian kemungkinan terkait dengan pencemaran udara (penyakit jantung dan paru-
paru 28,3% dan pneumonia 3,7%). (Bapppenas 2006, p.60). Begitu pula dengan data
Susenas tahun 2006 melaporkan bahwa di DKI Jakarta keluhan kesehatan terkait
gangguan safuran pernapasan merupakan keluhan kesehatan terbanyak yaitu batuk
sebanyak 52,20% diikuti oleh keluban pilek 49,70%. (BPS 2006, p.44)

Masalah pencemaran udara merupakan salah satu masalah yang menjadi
perhatian dunia saat ini. Bahkan, salah satu indikator tujuan pembangunan millenivm
adalah memastikan kelestarian lingkungan hidup. Lebih spesifik lagi, indikator

berkenaan dengan pencemaran udara adalah indikator jumlah emisi karbon.
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Bappenas (2007) melaporkan, berdasarkan inventarisasi yang dilakukan oleh
Departemen Energt dan Sumber Daya Mineral, pada tahun 1990 emisi CO, mencapai
113,72 metrik ton, meningkat iebih dari dua kali lipat pada tahun 2000 menjadi
sebesar 236,36 metrik ton, dan menjadi 293,27 metrik ton pada tahun 2005. Emisi ini
meningkat dengan angka pertumbuhan rata-rata sebesar 6,58 persen per tahun

(Bappenas 2007, p.71).

Evaluasi kuvalitas udara yang difakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup

(2007) di 12 kota di Indonesia yang meliputi Bandung, Jakarta Barat, Jakarta Pusat,

Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Makassar, Medan, Semarang,

Surabaya, Denpasar, dan Yogyakarta dengan hasil sebagai berikut :

1. Rata-rata CO (karbonmonoksida) di tiap kota masih memenuhi ambang batas
yang ditetapkan sesuai dengan PP Nomor 41 Tahun 1999, kecuali di 2 kota, yaitu
Jakarta Selatan dengan nilai CO rata-rata sebesar 10201.72 pg/m’> dan kota
Surabaya dengan angka CO rata rata sebesar 13657.64 pg/m®.

2. Konsentrasi Hidrokarbon (HC) rata-rata memperiihatkan bahwa kota Yogyakarta
memiliki angka HC di atas ambang batas atau sekitar 216,67 pg/m>. Kota
Semarang memiliki nilai HC yang hampir sama dengan nilai baku mutu yang
diperbolehkan dengan rata-rata sebesar 159,30 pg/m°®. Sedangkan nilai HC rata
rata untuk 10 kota lainnya masih di bawah ambang batas.

3. Nilai NO; yang di atas ambang batas rata-rata hanya ditemukan di satu kota yaitu
Jakarta Barat yaitu sebesar 187,72 pg/m3, sedangkan Kota-kota lainnya berada

dalam batasan aman dan jauh di bawah ambang batas baku mutu udara ambient.

4. Nilai rata-rata PM,o ditemukan hampir semua kota berada di atas ambang batas,

kecuali kota Yogyakarta, Medan dan Jakarta Utara. Nilai PM), tertinggi
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ditemukan di Jakarta Selatan dengan nilai rata-rata sebesar 1354,10 pg/m® dan
menyusul Jakarta Timur dengan nilai rata-rata sebesar 1311,28 pg/m’. Nilai ini
sangat jauh di atas nilai ambang batas rata-rata yaitu cuma 150 pg/m’.

5. Konsentrasi rata-rata O; untuk 12 kota peserta berada jauh di bawah baku mutu
udara ambient, kecuali Kota Jakarta Utara berada di atas ambang batas dengan
nilai 313,21 pg/m’.

6. Konsentrast rata-rata SO, untuk semua kota dinilal dalam batas aman karena
berada javh di bawah baku mutu udara ambien. (Menl.H 2007, pp. 19-22)

Emisi CO, yang cenderung meningkat diakibatkan oleh besarnya penggunaan
energi fosil dalam hal ini BBM dan sektor transportasi merupakan sektor pemakai
BBM terbesar. (Bappenas 2007, p. 80). Sesuai dengan pemyataan tersebut, Suhadi
dan Darmantoro (2005) yang dikutip oleh MenLH (2007) menyatakan bahwa
sumber pencemaran udara yang utama di kota-kota besar adalah sumber bergerak
yaitu transportasi dan sumber tidak bergerak yaitu pembangkit listrik dan industri.
Transportasi diperkirakan mehyumbangkan 76% dari total emisi pencemar oksida
nitrogen (NOx). Sedangkan untuk emisi hidrokarbon (HC) dan karbon monoksida
{CO), Soedomo et al (1992) yang dikutip oleh MenLH (2007), menyatakan bahwa
transportasi merupakan kontributor utama (febih dari 90%). (MenLH 2007, p.6).

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam mengantisipasi masalah
pencemaran udara. Berbagai perangkat peraturan telah dibuat untuk mengantisipasi
masalah ini, akan tetapi belum dapat dijalankan secara maksimal. Hal ini disebabkan
oleh masalah berikut :

1. Tata dan kapasitas kelembagaan yang belum memadai termasuk sumber daya

manusia yang belum memadai
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2. Kebijakan dan pengelolaan kualitas udara yang belum terintegrasi.
3. Penegakan hukum yang lemah

4. Kurangnya inisiatif dacrah dalam pengelolaan kualitas udara

5. Pendanaan yang tidak memadai (Bappenas 2006, pp.69-73)

Untuk mengantisipasi masalah tersebut di atas, pemerintah melalui Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional mengeluarkan kebijakan berupa strategi dan
rencana aksi nasional peningkatan kualitas udara perkotaan yang bekerjasama
dengan Asian Development Bank. Strategt ini diarahkan untuk pencegahan,
pengendalian, pemantauan, mitigasi dampak pencemaran udara dan penguatan
kelembagaan. Strategi ini dikembangkan untuk tingkat nasional, namun
menyediakan ruang untuk pemerintah daerah tingkat propinsi maupun
kota’kabupaten untuk mengembangkan strategi sesuai dengan kondisi di daerah
masing-masing. (Bappenas 2006, p.84)

Laju pertumbuhan penduduk serta laju urbanisasi yang besar di Propinsi DKI
Jakarta yang memungkinkan besamya kegiatan manusia utamanya di sektor
fransportasi. Olehnya itu, propinsi DKI Jakarta sebagai salah satu propinsi yang
menerapkan kebijakan ini diharapkan mampu mengelola kualitas udara. Akan tetapi,
rekapitulasi data tentang ISPU di DKI Jakarta belum menampakkan hasil yang cukup
menggembirakan seperti yang terlihat pada gambar 1.1. Ditambah lagi semakin
meningkatniya jumlah kendaraan bermotor yang semakin memperparah kondisi udara

di DKI Jakarta seperti yang terlihat pada tabel 1.1
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Gambar 1.1. Data ISPU DKI Jakarta Tahun 2001 — 2007
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Sumber : MenLH (2007), Situasi Lingkungan Hidup Indonesia 2007, p. 70

Tabel 1.1.  Jumlah Kendaraan Bermotor yang Teregistrasi Menurut Tahun

Propinsi DKI Jakarta
Tahun Sepeda Mobil Mobit Mobil Bis Jumlah
Motor Penumpang Beban
2004 2.534.480 1.361.239 399.691 255.307 4.550.717
2005 2.908.670 1.454.286 405.105 255.886 5.023.947
2006 3.242.090 1.499.610 405.836 256.207 5.403.743

Sumber : Polda Metro Jaya

Hal tersebut di atas disebabkan adanya kendala-kendala dalam implementasi
kebijakan yang terkait dengan pengelolaan kualitas udara perkotaan. Sebagai contoh,
dalam penerapan Perda Propinsi DKI Jakarta No. 2 Tahun 2005 tentang

Pengendalian Pencemaran Udara khususnya sistem pemeriksaan emisi dan
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perawatan kendaraan bermotor (sistem P&P) masih banyak ditemukan berbagai

kendala antara lain ;

1.

Masih banyak masyarakat yang menyatakan keberatan terhadap wajib uji emisi
ini. Hal ini discbabkan kurangnya penjelasan secara menyeluruh tentang sistem
P&P dan adanya persepsi buruk tentang pengujian berkala yang selama ini
dilakukan pada kendaraan umum.

Masih terdapat perdebatan mengenai dasar hukum sistem P&P. Departemen
Perhubungan menyebutkan bahwa nji emisi merupakan bagian dari uji laik jalan
yang diatur dalam peraturan perundangan lalu lintas dan angkutan jalan dan
untuk itu instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang terkait dengan
bidang tersebut.

Belum adanya kesepakatan antara Kepolisian dan Pemprop tentang persyaratan
sertifikat lulus uji emisi dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan
atau perpanjangan STNK.

Masih ada kekhawatiran dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) DKI Jakarta
bahwa penerapan sistem P&P akan menurunkan pendapatan daerah karena -
keengganan masyarakat membayar pajak karena adanya persyaratan tambahan
baru.

Kelengkapan sistem P&P yang belum terbentuk hingga saat ini adalah
pembentukan Komisi Pengawas dan komunikasi data antara bengkel dan pusat
data di Pemprop.

Penunjukan bengkel pelaksana terhambat terutama disebabkan terbatasnya dana

yang disetujui untuk implementasi Perda. (Bappenas 2006, p. 77}
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Dari gambaran di atas masth banyak masalah yang timbul dalam
implementasi kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan terkait transportasi
khususnya di Propinsi DKI Jakarta. Olehnya itu, hal ini yang mendorong peneliti
untuk melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan pengelolaan kualitas

udara.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa permasalzhan dalam
penerapan kebijakan pengelolaan kualitas wdara perkotaan khususnya di Propinsi
DKI Jakarta adalah sosialisasi kebijakan tersebut kepada masyarakat yang masih
kurang, tata dan kapasitas kelembagaan pelaksana kebijakan yang belum memadai,
dan terbatasnya dana dalam pengimplementasian kebijakan.

Dari permasalahan tersebut, maka peneliti membuat rumusan masalah dalam
penelitian ini yaitu belum diketahuinya kesesuaian, ketepatan dan kualitas dalam
pengimplementasian kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan terkait

transportasi di Propinsi DKI Jakarta tahun 2008,
1.3. Pertanyaan Penelitian

Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan

terkait transportasi di Propinsi DKI Jakarta tahun 2008 ?
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1. 4.
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Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuvan Umnm

1.4.2.

Mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan

terkait transportasi di Propinsi DKI Jakarta tahun 2008 dengan pendekatan

model sistern.

Tujuan Khusus

1.

Terinventarisasinya perangkat peraturan dalam penerapan kebijakan
pengelolaan kualitas udara perkotaan terkait transportasi di Propinsi DKI
Jakarta tahun 2008.

Terinventarisasinya instrumen-instrumen teknis dalam penerapan
kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan terkait transportasi di
Propinsi DKI Jakarta tahun 2008.

Diketahuinya kesesuaian dan ketepatan sikap dan peran SDM yang
terlibat dalam penerapan kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan
terkait transportasi di Propinsi DKI Jakarta tahun 2008.

Diketahuinya kesesuaian dan ketepatan alckasi sumber dana dalam
penerapan kebijakan pengelolaan Kkualitas udara perkotaan terkait
transportasi di Propinsi DKI Jakarta tahun 2008.

Diketahuinya kesesuaian dan ketepatan sikap dan peran serta masyarakat
dalam penerapan kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan terkait
transportasi di Propinsi DKI Jakarta tahun 2008.

Diketzhuinya kesesuaian dan ketepatan tata laksana kebijakan
pengelolaan kualitas udara perkotaan terkait transportasi di Propinsi DKI

Jakarta tahun 2008.
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1.5,

1.5.1.

1.5.2.

1.6

7. Diketahuinya keterpaduan hirarki antarlembaga pelaksana dalam
penerapan kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan terkait
transportasi di Propinsi DKI Jakarta tahun 2008.

8. Diketahuinya kesesuaian dan ketepatan pemantauan dan evaluasi
kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan terkait transportasi di

Propinsi DKI Jakarta tahun 2008.

Manfaat Penelitian

Manfaat Aplikatif

Memberikan masukan kepada pemerintah daerabh mengenai implementasi
kebijakan pengelolaan kualitas ndara perkotaan terkait transportasi yang lebih
efektif dalam upaya pengurangan dampak pencemaran udara utamanya yang
terkait dengan kesehatan.

Manfaat Metodologis

Memberikan tambahan literatur kepada dunia akademik dalam analisis

kebijakan kesehatan,

Ruang Lingkuop Penelitian

Penelitian mengenai analisis implementasi kebijakan pengelolaan kualitas

udara perkotaan terkait transportasi tahun 2008 dilaksanakan di Propinsi DKI

Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif karena peneliti ingin

mengetahui lebih mendalam tentang implementasi kebijakan pengelolaan kualitas

udara perkotaan terkait transportasi di Propinsi DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan

pada bulan Nopember 2008 oleh peneliti sendiri.
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TINJAUAN PUSTAKA

2.1.  Teori-teori Tentang Kebijakan
2.1.1. Kebijakan, Kebijakan Publik Dan Kebijakan Kesehatan

Banyak literatur yang memberikan definisi mengenai kebijakan. Barkel dalam
bukunya The Health Care Policy Process (1996) menyatakan bahwa “kebijakan
adalah serangkaian kegiatan, pernyataan, regulasi dan bahkan hokum yang
merupakan hasil suvatu keputusan-keputusan tentang bagaimana Kita melakukan
sesuatu™. (p.8)

Definisi lain mengenai kebijakan dinyatakan oleh Friedrich yang dikutip oleh
Agustino (2006) yang menyatakan bahwa "kebijakan adalah serangkaian tindakan/
kegiatan yang diusuikan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suam
lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan
kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) agar berguna dalam
mengatasinya untuk mencapai fujuan yang dimaksud”. (p.7)

Anderson dalam Agustino (2006) juga memberikan definisi kebijakan sebagat
serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/ tujuan tertentu yang diikuti dan
dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan
suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. (p.7)

Buse, Mays, Walt (2006) membagi kebijakan berdasarkan pembuat
kebijakan, yaitu kebijakan privat dan kebijakan publik. Kebijakan privat merupakan
kebijakan yang dibnat oleh sektor swasta yang ditujukan untuk perusahaan-
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perusahaannya sendiri baik dalam maupun Juar negeri untuk meningkatkan
pelayanannya. Walaupun demikian, proses dalam pembuatan kebijakan privat dibuat
berdasarkan hukum publik yang dibuat oleh pemerintah. (p.6)

Berbeda dengan kebijakan privat, kebijakan publik merupakan kebijakan
yang dibuat oleh pemerintah. Dye yang dikutip oleh Buse, Mays, Walt (2006)
menyatakan bahwa “kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemeriniah untuk
dikerjakan atau tidak dikerjakan”. Dye beranggapan bahwa kesalahan dalam
membuat keputusan maupun bertindak dalam suatu isu juga akan mengarah pada
pembuatan kebijakan. (p.6)

Suharto (2005) mengidentikkan kebijakan publik dengan kebijakan sosial.
Kebijakan sosial adalah seperangkat tindakan (course of action), kerangka kerja
(framework), petunjuk (guideling), rencana (plan), peta (map) atau strategi, yang
dirancang untuk menterjemahkan visi politis pemerintah atau lembaga pemerintah ke
dalam program dan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang kesejahteraan
sosial. {p.82)

Lebih lanjut, karena kebijakan publik merupakan keputusan politik yang
dikembangkan oleh badan atau pejabat pemerintah, maka kebijakan publik
mempunyai karakteristik khusus bahwa keputusan politik dirumuskan oleh “otoritas”
dalam sistem politik yaitu para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para
hakim, administrator, penasehat, para raja dan sebagainya. Mereka adalah orang-
orang yang terlibat dalam urusan sistemn politik yang mempunyai tanggung jawab
terhadap suatu masalah tertentu, diminta untuk mengambil keputusan yang mengikat

sebagian besar anggota masyarakat selama kurun waktu tertentu. (Agustino 2006,

p.8)
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Kebijakan kesehatan dapat berupa kebijakan privat maupun kebijakan publik.
Kebijakan kesehatan adalah serangkaian tindakan (atau non tindakan} yang
mempengaruhi kumpulan lembaga, organisasi, perusahaan dan rencana pembiayaan
sistem pelayanan kesehatan. Dapat dikatakan, kebijakan kesehatan merupakan hal di
luar dari pelayanan kesehatan itu sendiri, termasuk tindakan yang dilakukan oleh
pemerintah, swasta dan organisasi sukarela yang memberikan dampak bagi
kesehatan. Hal ini berarti bahwa kebijakan kesehatan menitikberatkan pada dampak
lingkungan dan sosioekonomi terhadap keschatan khususnya pelayanan kesehatan.

(Walt 1994, p.41, Buse, Mays, Walt 2006, p.8)

2.1.2. Beberapa Pertimbangan Dalam Mempelajari Kebijakan Publik
Dalam mempelajari kebijakan publik, Dye dan Anderson yang dikutip oleh

Agustino (2006) menyatakan bahwa ada tiga alasan yang melatarbelakangi, yaitu :

1. Scientific Reasons {Alasan Ilmiah)
Kebijakan publik dipelajari dengan tujuan untuk menambah pengetahuan yang
lebih mendalam. Kebijakan publik dipelajari mulai dari proses, perkembangan
dan akibat-akibat yang ditimbulkannya bagi masyarakat schingga akan
memperdalam pengetahuan tentang sistem politik dan masyarakat umumnya.
Selain itu, kebijakan publik dapat dipandang sebagai variabel dependen dan
variabel independen. Dikatakan sebagai variabel dependen bila kebijakan publik
ditujukan kepada faktor politik dan lingkungan yang mempengaruhi isi
kebijakan. Sebaliknya, kebijakan publik dikatakan sebagai variabel independen

Jika ditujukan kepada dampak kebijakan terhadap sistemn politik dan lingkungan.
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2. Professional Reasons (Alasan Profesional)
Alasan profesional dapat menjadi dasar jika pengetahuan ilmiah tentang
kebijakan dapat diaktualisasikan dalam pemecahan masalah-masalah sosial.
Olehnya itu, orang yang menggunakan alasan ini harus mengerjakan sesuatu
yang berguna tentang bagaimana individu, kelompok, atau pemerintah dapat
bertindak untuk mencapat atan menyelesaikan thjuan suatu kebijakan.

3. Political Reasons (Alasan Politik)
Kebijakan publik dipelajari pada dasarnya agar setiap perundangan atau regulasi
yang dihasilkan dapat tepat puna dalam mencapai tujuan yang sesuai target.
Pertimbangan ini pula yang mengarahkan pada upaya unfuk memastikan bahwa
pemerintah menggunakan kebijakan yang cocok untuk mencapai tujuan yang
benar. Dalam hubungan dengan pertimbangan politis, muncullah istilah advokast
kebijakan yang berhubungan dengan apa yang harus dikerjakan pemerintah,
dengan kemajuan kebijakan bidang tertentu, melalui diskusi, pendekatan dan

aktivitas politik. (Agustino 2006, pp.5-6)

2.1.3. Proses Pembuatan Kebijakan

Proses pembuatan kebijakan merupakan alur yang kompleks mujai dari
identifikasi masalah sampai dengan evaluasi kebijakan. Proses pembuatan kebijakan
merupakan suatu aktifitas politis yang divisualisasikan sebagai serangkaian tahap
yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, yaitu :
1. Penyusunan agenda
2. Formulasi kebijakan

3. Adopsi kebijakan
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4. Implementasi kebijakan
5. Penilaian Kebijakan (Dunn 2003, p.22)
Walt (1994) menyederhanakan rangkaian proses pembuatan kebijakan
sebagai berikut :
1. Identifikasi masalah dan pengenalan isu
2. Formulasi Kebijakan
3. Implementasi Kebijakan
4, Evaluasi Kebijakan (p.45)
Kingdon seperti yang dikutip oleh Wait (1994) menyatakan bahwa proses
pembuatan kebijakan paling tidak terdiri atas :
1. Setting agenda
2. Menspesifikkan alternatif-alternatif menjadi satu pilihan yang dibuat
3. Otorisasi pilihan kebijakan di antara beberapa altermatif spesifik
4. Implementasi keputusan (p.45)
Hogwood dan Gunn seperti yang dikutip Walt (1994) memperkenalkan
proses pembuatan kebijakan yang lebih detail, yaitu :
1. Pencarian isu dan setting agendg
2. Penyaringan isu
3. Definisi Isu
4, Peramalan
5. Setting tujuan dan prioritas
6. Analisis pilihan
7. Implementasi kebijakan, pemantauan dan pengawasan

8. Evaluasi dan peninjauan
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9. Pemeliharaan, penggantian atau pengakhiran kebijakan (p.45)

Barkel (1996) menggambarkan proses pembuatan kebijakan melalui tahap-

tahap berikut yang digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1. Fase-fase Dalam Proses Pembuatan Kebijakan
Definisi isu
Seiting tujuan
Setting priorifas
Menegaskan pilihan
Penilaian pilihan
Implementasi

Evaluasi

Sumber : Barkel 1996, The Health Care Policy Process, p.28

2.1.4. Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual dan praktis yang
dituyjukan untuk {nenciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan
pengetahuan tentang dan di dalam proses kebijakan. Proses analisis kebijakan
mempunyai lima tahap yang saling bergantung yang secara bersama-sama
membentuk sikius aktivitas intelektual yang kompleks dan tidak linear. Aktivitas-

aktivitas tersebut berurutan seswai waktunya dan melekat dalam proses kebijakan
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yang bersifat kompleks, tidak linear, dan pada dasarnya bersifat politis. (Dunn 2003,
p.44)

Analisis kebijakan diambil dari berbagai macam disiplin dan profesi yang
tujuannya bersifat deskriptif, valuatif dan preskriptif. Analisis kebijakan diharapkan
untuk menghasilkan informasi dan argumen-argumen yang masuk akal mengenai
tiga macam pertanyaan, yaitu :

1. Nifai yang pencapaiannya merupakan tolok ukur utama untuk melihat apakah
masalah teratasi.

2. Fakta yang keberadaannya dapat membatasi atau meningkatkan pencapaian
nilai-nilai.

3. Tindakan yang penerapannya dapat menghasilkan pencapaian nilai-nilai. (Dunn
2003, p.97)

Dalam menghasilkan informasi dan argumen-argumen dari pertanyaan-
pertanyaan tersebut di atas, seorang analis dapat memakai satu atau lebih dari tiga
analisis di bawah ini :

1. Pendekatan Empiris
Pendekatan empiris ditekankan terutama pada penjelasan berbagai sebab dan
akibat dari suatu kebijakan publik tertentu. Di sini pertanyaan utama bersifat

faktual (apakah sesuatu itu ada ?) dan macam informasi yang dihasilkan bersifat
deskriptif.

2. Pendekatan Valuatif

Pendekatan valuvatif terutama ditekankan pada penentuan bobot atau nilai
beberapa kebijakan. Di sini pertanyaannya berkaitan dengan nilai (berapa

nilainya ?) dan tipe informasi yang dihasilkan bersifat valuatif.
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3. Pendekatan Normatif
Pendekatan normatif ditekankan pada rekomendasi serangkaian tindakan yang
akan datang yang dapat menyelesaikan masalah-masalah publik. Dalam kasus
ini pertanyaannya berkenaan dengan tindakan (apa yang harus dilakukan ?) dan
tipe informasi yang dihasilkan bersifat preskriptif. (Dunn 2003, p.98)
Pendekatan analisis kebijakan lainnya adalah pendekatan yang bersifat
teoritis, Pendekatan ini sangat berguna dan menarik perhatian kita pada fenomena
politik yang penting. Pendekatan teoritik tersebut antara lain :
1. Teori Sistem
Kebijakan publik dipandang sebagai reaksi sistem politik untuk kebutuhan
yang timbul dari lingkungan sekitarmya. Input sistem berasal dari lingkungannya
yang terbuka berupa permintaan dan dukungan yang kemudian diformulasikan dalam
bentuk kebijakan. Lingkungan terdiri dari semua kondisi dan kejadian luar sampai
pada batas sistem politik. Konsep umpan balik menunjukkan bahwa kebijakan
ataupun output sesudah it dapat merubah lingkungan dan permintaan yang muncul
di dalamnya seperti karakteristik sistem politik itu sendiri. Output kebijakan dapat
menghasilkan permintaan baru, yang dapat memberikan output kebijakan
selanjutnya, dan seterusnya secara kontinyu, sehingga kebijakan tidak pemah

berakhir, (Agustino 2006, p.20)
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Lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar di bawah ini :

Gambar 2.2. Teori Sistem Kebijakan Publik

_

r Lingkungan Intrasosial\

» Sistem Ekologi

Sistem Sosial
Sistem Budaya [
Sistern Ekonomi I Sistem

Politik
DIl. N Permintaan a

£ .
>— P Formulasi [&s]

/L Eistrasosal y | Pukungan K;‘:ﬂ?:‘km

e  Sistem Sosial

Internasional T
» Sistem Budaya __)

Internasional
»  Sistem Politik

Internasional
e DI J

UMPAN BALIK

Sumber : Agustina 2006, Dasar-dasar Kebijakan Publik, p.20

2,

Teori Kelompok (Group Theory)

Teori kelompok mempunyai anggapan bahwa interaksi dari perjuangan di antara
kelompok merupakan kenyataan dari kehidupan politik. Pada area ini, kebijakan
publik sewaktu-waktu akan mencerminkan kepentingan kelompok dominan,
serta sebaliknya pada kelompok non dominan. Sebagaimana kelompok akan
mendapatkan dan kehilangan kekuasaan serta pengaruh, demikan juga kebijakan
publik akan berubah dari kepentingan yang mendapat pengaruh melawan

kepentingan yang kehilangan pengaruh.
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Teori Elite (Elite Theory)
Dari sudut pandang teori elite, kebijakan publik dianggap sebagai nilai dan
pilihan elite pemerintah semata. Teori elite memandang bahwa kebijakan publik
diputuskan oleh suatu elite yang mengatur dan dipengaruhi oleh instansi pejabat
publik. Teori ini merupakan teori pembentukan kebijakan yang agak provokatif,
Kebijakan merupakan hasil keluaran elite yang mencerminkan nilai mereka
dengan tujuan melayani mereka, salah satu yang mungkin merupakan keinginan
publik adalah visi kesejahteraan massa.
Teori Proses Fungsional (Functional Process Theory)
Teori ini melihat pada bermacam-macam aktivitas fungsional yang terjadi dalam
proses kebijakan. Kategori analisis fungsional yang akan bertindak adalah :
a. Intelegensi : yaitu bagaimana informasi kebijakan yang menjadi perhatian
dari pembuat kebijakan dikumpulkan dan diproses.
b. Rekomendasi : yaitu bagaimana rekomendasi yang sesuai dengan masalah
dibaut dan ditawarkan
¢. Preskripsi : yaitu bagaimana aturan umum dipakai atau diumumkan dan siapa
yang menggunakannya
d. Invokasi : yaitu siapa yang menentukan apakah perilaku yang ada
bertentangan dengan peraturan atau hukum
e. Aplikasi : yaitu bagaimana hukum atau peraturan sesungguhnya dilaksanakan
atau diterapkan
f. Penghargaan : yaitu bagaimana pelaksanaan kebijakan, keberhasilan atau

kegagalannya diukur
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g. Penghentian : yaitu bagaimana peraturan atau hukum dihentikan atau
diteruskan dengan bentuk yang diubah atau diperbatiki.

Teori Kelembagaan (Institutionalism Theory)

Teori kelembagaan menitikberatkan pada aspek formal atau struktural. Svatu
lembaga merupakan sekumpulan pola perilaku manusia yang diatur dan
berlangsung sepanjang waktu. Hal ini merupakan sekumpulan pola perilaku
mereka yang berbeda yang sering disebut sebagai suatu aturan, struktur dan
seterusnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan isi kebijakan
publik. (Agustino 2006, p.19-26)

Berdasar dari berbagai pendekatan tersebut di atas, metodologi analisis

kebijakan menggambungkan fima prosedur umum yang lazim dipakai dalam

pemecahan masalah manusia, yaitu :

1.

Perumusan masalah (definisi), menghasilkan informasi mengenai kondisi-
kondisi yang menimbuikan masalah kebijakan.

Peramalan (prediksi), menyediakan informasi mengenai konsekuensi di masa
mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk tidak melakukan
sesuatu.

Rekomendasi (preskripsi), menyediakan informasi mengenai nilai atan kegunaan
relatif dari konsekuensi masa depan dari suatu pemecahan masalah.

Pemantavan {(deskripsi), menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang
dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan.

Evaluasi, menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari

konsekuensi pemecahan masalah. (Dunn 2003, p.21)
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Dalam kaitannya dengan tipe-tipe pembuatan kebijakan, prosedur analisis
mempunyai hubungan sepertt yang digambarkan di bawah ini :

Gambar 2.3, Kedekatan Prosedur Analisis Kebijakan Dengan Tipe-tipe

Pembuatan Kebijakan
Perumusan Masalah Penyusunan Agenda
+——— Peramalan Formulasi Kebijakan
A | Rekomendasi Adopsi Kebijakan
+-——————| Pemantavan Implementasi Kebijakan
Penilaian Penilaian Kebijakan

Sumber: Dunn 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, p.25

2.1.5. Analisis Implementasi Kebijakan

DeLeon (1999) mendefinsikan implementasi kebijakan sebagat hal-hal yang
terjadi antara harapan terhadap kebijakan dengan hasil kebijakan. Dalam derajat lain,
Mazmanian dan Sabatier yang dikutip oleh Agustino (2006) mendefinisikan
implementasi kebijakan sebagai “pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar,

biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-
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perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan

peradilan. Lazimnya, keputusan-keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah

yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai,

dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.”

(Buse, Mays, Walt 2006, p.121, Agustino 2006, p.139)

Dari definisi tersebut setidaknya ada 3 hal yang berhubungan dengan

implementasi kebijakan, yaitu :

1.

2.

Adanya tujuan atau sasaran kebijakan

Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan

. Adanya hasil kegiatan (Agustino 2006, p.139)

Dalam implementasi kebijakan, dikenal ada 2 pendekatan kebijakan, yaitu :

. Pendekatan fop down:

Dalam pendekatan ini, implementasi kebijakan dilakukan secara terpusat dan
dimulai dari aktor tingkat pusat dan keputusannya diambil dari tingkat pusat.
Pendekatan ini didasarkan bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang
telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh admistratur-
administratur atau birokrat-birokrat pada level bawahnya.

Pendekatan bottom up

Dalam pendekatan ini, implementasi kebijakan dilakukan oleh para pelaksana
kebijakan yang bukan hanya untuk mengelola, tetapi juga bertindak sebagai
partisipan dalam proses implementasi yang kompleks. Para pelaksana kebijakan
bisa saja mengubah cara implementasi suatu kebijakan atau babkan tujuan dari

suatu kebijakan. Pendekatan ini didasarkan bahwa beberapa kekuatan kebijakan
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dikendalikan oleh para pelaksana kebijakan. (Buse, Mays, Walt 2006, p.124,
Agustino 2006, p.140)

Dari definisi dan pendekatan tersebut di atas, maka fokus dalam analisis
implementasi kebijakan berkisar pada masalah-masalab pencapaian tujuan formal
kebijakan yang telah ditentukan. Olehnya itu, maka timbullah pertanyaan-pertanyaan
berikut :

1. Sampai sejauh mana tindakan-tindakan pejabat pelaksana konsisten dengan
keputusan kebijakan tersebut ?

2. Sejauh manakah tujuan kebijakan tercapai ?

3. Faktor-faktor apa saja yang secara prinsipil mempengaruhi output dan dampak
kebijakan ?

4, Bagaimana kebijakan tersebut diformulasikan kembali sesuai pengalaman
lapangan ? (Agustino 2006, p.141)

Prosedur analisis kebijakan pada tahap implementasi kebijakan adalah
pemantauan (moniforing) yang digunakan untuk memberikan informasi tentang
sebab dan akibat dari kebijakan publik. Pemantauan merupakan cara untuk membuat
pernyataan yang sifatnya penjelasan tentang tindakan kebijakan di waktu lalu
maupun sekarang. Pemantavan setidaknya memainkan empat fungsi dalam analisis
kebijakan, yaitu :

1. Kepatuhan (Compliance)
Pemantauan bermanfaat untuk menentukan apakah tindakan dari para
administrator program, staf dan pelaku lain sesuai dengan standar dan prosedur

yang dibuat oleh para legislator, instansi pemerintah, dan lembaga profesional.
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2. Pemeriksaan (Auditing)
Pemantauan membanty menentukan apakah sumber daya dan pelayanan yang
dimaksudkan untuk kelompok sasaran maupun konsuimen tertentu memang telah
sampai pada mereka.

3. Akuntansi
Pemantauan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melaksanakan
akuntansi atas perubahan sosial dan ekonomi yang ierjadi setelah
dilaksanakannya sejumlzh kebijakan publik dart waktu ke waktu.

4, Eksplanasi
Pemantavan juga menghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapa hasil-

hasil kebijakan pubiik dan program berbeda. {(Dunn 2003, p. 510)

2.2. Lingkungan Hidup, Pencemaran Udara, Dan Dampak Terhadap

K.&eehatan
2.2.1. Definisi Lingkungan Dan Paradigma Kesehatan Lingkungan

Lingkungan dapat diartikan sebagai media atau areal, tempat atan wilayah
yang di dalamnya terdapat bermacam-macam bentuk aktivitas yang berasal dari
ormamen-omamen penyusunnya. Omamen-ornamen yang ada di dalam dan
membentuk lingkungan, merupakan suatu bentuk sistem yang saling mengikat, saling
menyokong kehidupan mereka. (Palar 2004, p.10).

Soerjani, Yuwono, Fardiaz (2007) menyatakan bahwa pengertian tentang
lingkungan hidup manusia seringkali disebut lingkungan hidup atau lebih singkat
lingkungan saja merupakan aplikasi dari ekologi dan kosmologi. Lingkungan hidup

merupakan penelaahan terhadap sikap dan perilaku manusia, dengan segenap
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tanggung jawab dan kewajiban maupun haknya untuk mencermati tatanan
lingkungan dengan sebaik-baiknya yang diperlukan untuk memungkinkan
kelangsungan peri kehidupan secara keseluruhan, termasuk kesejahteraan marnusia
serta makhluk hidup lainnya (p.28).

Definisi lain dinyatakan oleh Soemarwoto (2004) bahwa lingkungan hidup
merupakan ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup
dan tak hidup di dalamnya yang sifatnya ditentukan oleh bermacam-macam faktor,
vaitu :

1. Jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan hidup

2, Hubungan atau interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup

3. Kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup

4. Faktor non material seperti suhu, cahaya dan kebisingan (pp.51-4)

Dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
disebutkan bahwa lingkungan hidup manusia adalah sistem kehidupan yang
merupakan kesatuan ruang dengan segenap pengada (entity) baik pengada ragawi
abiotik ataw benda (materi), maupun pengada insan, biotik atau makhiuk hidup
termasuk manusia dengan perilakunya, keadaan, daya (peluang, tantangan dan
harapan) yang mempengarvhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan
manusia serta makhluk hidup lainnya. (Soertjani, Yuwono, Fardiaz 2007, pp.28-9)

Berdasar pada pengertian lingkungan di atas, Achmadi (2008) menyatakan
bahwa salah satu aplikasi pemahaman tentang lingkungan khususnya eckosistem
manusia adalah proses kejadian penyakit atau patogenesis penyakit yang dipelajari
dalamn ilmu kesehatan lingkungan. Ilmu kesehatan lingkungan mempelajari tentang

hubungan interaktif antara komponen lingkungan yang memiliki potensi bahaya
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penyakit dengan berbagai variabel kependudukan seperti perilaku, pendidikan dan
umur.  Selanjutnya, Achmadi (2008) menggambarkannya sebagai paradigma
kesehatan lingkungan atau patogenesis penyakit dalam perspektif lingkungan meialui
teori simpul sebagai berikut :

Gambar 2.4. Diagram Skematik Patogenesis Penyakit

Sumber Komponen -»  Penduduk Sakit/
penyakit lingkungan |e sehat

Variabel-variabel lain yang berpengaruh

Sumber : Achmadi 2008, Manajemen Penyakit Berbasis Wilayah, p.31

2.2.2. Definisi Pencemaran, Pencemaran Udara Serta Dampakaya Terhadap

Kesehatan

Pencemaran atau polusi adalah svatu kondisi yang telah berubah dari bentuk
asal pada keadaan yang lebih buruk. Pergeseran bentuk dan tatanan dari kondisi asal
pada kondisi yang buruk ini dapat terjadi sebagai akibat masukan dari bahan-bahan
pencemar atau polutan. Baban poluten tersebut pada umumnya mempunyai sifat
racun (toksik) yang berbahaya bagi organisme hidup. Toksisitas atau daya racun dari
polutan itulah yang menjadi pemicn terjadinya pencemaran. (Palar 2004, p.10)

Sclanjutnya, Achmadi (2008) menyatakan bahwa pencemaran udara

merupakan kondisi terjadinya perubahan (pengurangan atau penambahan komposisi
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udara) dibandingkan keadaan normal, dalam waktu, tempat dan konsentrasi tertentu
sedemikian rupa sehingga membahayakan kehidupan dan kesehatan masyarakat.
(p.204)

Di bumi ini, proporsi udara normal terdiri atas + 79% nitrogen, 20% oksigen,
serta tidak melebihi 1% yang ditempati bahan-bahan seperti argon, karbondioksida,
karbonmonoksida, ozon, SO, dan sebagainya. Apabila menyimpang dari kondisi
normal tersebut, atau ada jenis komponen yang berubah konsentrasinya pada waktu
dan tempat tertentu, akibatnya timbul dampak yang disebut pencemaran udara.
(Achmadi 2008, p.204)

Sumber pencemaran udara, bisa berasal dari sumber alamiah seperti gas-gas
vang timbul dari kegiatan gunung berapi, atau gas pembusukan di alam sekitar, serta
sumber non alamizh seperti asap kendaraan bermotor, industri, kegiatan rumah
tangga serta lainnya. (Achmadi 2008, p.205)

Dampak pencemaran udara dapat dibagi atas 2 kategori, yaitu dampak
kesehatan dan dampak non kesehatan. Tugaswati (2004) membagi dampak terhadap

kesehatan berdasarkan sifat kimia dan perilaku bahan pencemar di lingkungan, yaitu

1. Bahan pencemar yang mengganggu saluran pernafasan
Pada saluran pernapasan, bahan pencemar menyebabkan iritasi dan radang pada
saluran pernapasan. Bahan-bahan pencemar tersebut antara lain :
a. Oksida sulfur dan partikulat
Sulfur dioksida (SO;) merupakan gas buang yang larut dalam air yag
langsung dapat terabsorbsi di dalam hidung dan sebagian besar saluran ke

paru-paru. Sedangkan partikulat dapat masuk ke dalam alveoli paru-paru dan
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bagian lain yang sempit dikarenakan ukurannya yang kecil. Sifat iritasi
terhadap saluran pernapasan, menyebabkan SO, dan partikulat dapat
menyebabkan membengkaknya membrana mukosa dan meningkatnya
pembentukan mukosa sehingga terjadi hambatan aliran udara dalam saluran
pernapasan. Kondisi ini akan menjadi lebih parah lagi bagi kelompok yang
peka seperti penderita penyakit jantung, penyakit paru obstruksi kronik dan
para lanjut usia
b. Oksida nitrogen
Di antara berbagai jenis oksida nitrogen yang ada di udara, nitrogen dioksida
(NO;) merupakan gas yang paling beracun. Karena larutan NO, dalam air
yang lebih rendah dibandingkan SO,, maka NO, akan dapat menembus ke
dalam saluran pernapasan lebih dalam. Bagian dari saluran yang pertama kali
dipengaruhi adalah membran mukosa dan jaringan paru bahkan dapat
'mencapai aliran darah. Studi eksperimental menunjukkan pada kadar NO,
250 pg/m’ dan 500 pg/m?® dapat mengganggu fungsi saluran pernapasan.
¢. Ozon dan oksida lainnya
Ozon lebih rendah lagi larutannnya dibandingkan SO, dan NO;, maka
hampir semua ozon dapat menembus sampai alveoli. Ozon merupakan
oksidan yang paling kuat dan bereaksi kuat dengan jaringan tubnh. dampak
ozon dan oksidan lainnya terhadap kesehatan yang dilakukan oleh WHO
task group menyatakan pemajanan oksidan fotckimia pada kadar 200-500
pg/m* dalam waktu singkat dapat merusak fungsi paru-pam anazk,
meningkatkan frekuensi serangan asma dan iritasi mata, serta menurunkan

kinerja para olahragawan.
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2. Bahan pencemar yang menimbulkan pengaruh racun sistemik
Banyak senyawa kimia dalam gas buang kendaraan bermotor yang dapat
menimbulkan pengamh sistemik karena setelah diabsorbsi oleh paru, bahan
pencemar tersebut dibawa oleh aliran darah atau cairan getah bening ke bagian
tubuh lainnya, sehingga dapat membahayakan setiap organ di dalam tubuh.
Begitu pula senyawa tersebut dapat terabsorbsi ke saluran pencernaan setelah
tertelan di tenggorokan. Selain itu, ada pula pemajanan yang tidak langsung
misalnya melalui makanan contohnya adalah timah hitam. Di antara senyawa
yang penting yang dapat menimbulkan pengaruh sistemik adalah
karbonmonoksida dan timbal.
a. Karbonmonoksida
Karbonmonoksida dapat terikat dengan Hb lebih kuat dibandingkan oksigen
schingga menyebabkan terhambatnya pasokan oksigen ke jaringa tubuh.
Pajanan CO diketahni dapat mempengaruhi kerja jantung, system saraf
pusat, janin dan semua organ tubuh yang peka terhadap kekurangan oksigen.
Olehnya itu, mepurut evaluasi WHO, kelompok penduduk yang peka
(penderita penyakit jantung atau paru-paru) tidak boleh terpajan oleh CQ
dengan kadar yang dapat membentuk COHb di atas 2,5%. Kondisi ini
ekivalen dengan pajanan oleh CO dengan kadar sebesar 35 mg/m’ selama 1
jam, dan 20 mg/m’ selama 8 jam. Oleh karena itu, untuk menghindari
tercapainya kadar COHb 2,5-3,0 %, WHO menyarankan pajanan CO tidak
boleh melampaui 25 ppm (29 mg/m®) untuk waktu 1 jam dan 10 ppm (11,5

mg/mg’) untuk waktu 8 jam.
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b. Timbal
Timbal berpengaruh terhadap kesehatan utamanya pada sintesa hemoglobin
dan sistem saraf pusat maupun saraf tepi. Pengaruh pada sistem
pembentukan hemoglobin darah yang dapat menyebabkan anemia
ditemukan pada kadar Pb darah kelompok dewasa 60-80pg/100 ml dan
kelompok anak > 40 pg/100 ml. Pengaruh pada syaraf otak anak diamati
pada kadar 60pg/100 mi, yang dapat menyebabkan gangguan pada
perkembangan mental anak. Gangguan terhadap fungsi saraf orang dewasa
berdasarkan uji psikologi diamati pada kadar Pb darah 50 pg/100 ml
Sedangkan gangguan sistem saraf tepi diamati pada kadar Pb darah 30
ug/100 ml. Timbal dapat pula menembus plasenta, dan karena
perkembangan otak yang khususnya peka terhadap logam ini, maka janinlah
yang terutama mendapat resiko.
3. Bahan pencemar yang dicurigai menimbulkan kanker
Beberapa bahan pencemar hasil pembakaran di dalam mesin merupakan
senyawa-senyawa yang bersifat karsinogenik dan mutagenik, seperti etilen
Jormaldehid, benzena, metal nitrit dan hidrokarbon poliaromatik (PAH).
Senyawa-senyawa tersebut diperkirakan dapat menimbulkan tumor pada organ
lain selain paru. (Tugaswati 2004, pp. 5-8)
Untuk mengantisipasi dampak-dampak tersebut, Kementerian Lingkungan
Hidup melalui KepmenLH No. 45 Tahun 1997 telah menetapkan indeks standar

pencemar udara seperti pada tabel 2.1. berikut :
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Tabel 2.1. Indeks Standar Pencemar Udara

KATEGORI

RENTANG

PENJELASAN

Baik

0-50

Tingkat kualitas udara yang tidak
memberikan efek bagi kesehatan
manusia atau hewan dan tidak
berpengaruh pada tumbuhan,
bangunan atau nilai estetika.

Sedang

51-~-100

Tingkat kualitas udara yang tidak
berpengaruh pada kesehatan
manusia ataupun hewan tetapi
berpengaruh pada tumbuhan yang
sensitif, dan nilai estetika.

Tidak Sehat

101 - 199

Tingkat kualitas udara yang bersifat
merugikan pada manusia ataupun
kelompok hewan yang sensitif atau
bisa menimbulkan kerusakan pada
tumbuhan ataupun nilai estetika

Sangat Tidak Sehat

200 - 299

Tingkat kualitas udara yang dapat
merugikan kesehatan pada
sejumlah segmen populasi yang
terpapar

Berbahaya

300 - lebih

Tingkat kualitas udara berbahaya
yang secara umum dapat merugikan

keschatan yang serius.

Sumber : MenLLH 1997, Kepmen LH No. 45 Tahun 1997

2.3. Kota Dan Masalah Lingkungan Perkotaan

2.3.1. Pengertian Dan Fungsi Kota

Kota adalah suatu pusat pemukiman penduduk yang besar dan lvas. Di

dalamnya, terdapat berbagai macam kegiatan ekonomi dan budaya. Kota mempakan

sebuah sistem yang terbuka baik fisik maupun sosial ekonomi, bersifat tidak statis

dan dinamis atau bersifat sementara. Dalam perkembangannya, kota sulit untuk

dikontrol dan sewaktu-waktu dapat menjadi tidak beraturan. (Irwan 2008, p.31)
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Watt, Stearns dan Montag seperti yang dikutip irwan (2008) mengemukakan

pengertian kota sebagai bertkut :

1.

Suatu areal di mana terdapat atau terjadi pemusatan penduduk dengan
kegiatannya dan merupakan tempat konsentrasi penduduk dan pusat aktivitas
perekonomian (seperti industri, perdagangan, dan jasa).

Kota merupakan sebuah sistem, baik secara fisik maupun sosial ekonomi,
bersifat tidak statis yang sewaktu-waktu dapat menjadi tidak beraturan dan susah
dikontrol.

Mempunyai pengaruh terhadap lingkungan fisik seperti iklim dan sejavh mana
pengaruh itu sangat bergantung kepada perencanaannya. (p.31)

Menurut Hatt dan Reiss seperti yang dikutip oleh Irwan (2008) bahwa

kehadiran kota untuk memenuhi kebutuhan sosial dan kegiatan ekonomi penduduk

vang selalu berkembang. Hal ini untuk mendukung dan melayani fungsi-fungsi kota

yang saling mempengarhi sebagai berikut :

1. Kota sebagai pusat berbagai kegiatan untuk daerah sekitarnya. Kota-kota itu

cenderung merupakan ruang produktif yang luas,

Kota sebagai pusat penyedia transportasi dan merupakan pelayanan sepanjang
rute transportasi schingga daerah-daerah terpencil pun dapat dicapai dengan
mudah karena letak jalur transporiasi kota yang strategis.

Kota sebagai titik konsentrasi pelayanan khusus antara lain sebagai tempat
perdagangan, perindustrian, rekreasi, dan sebagai tempat menjamu tamu dari

kota lain dan sebagainya. (Irwan 2008, p. 33)

Implementsi kebijakan..., Andi Alfian Zainuddin, FKM Ul, 2008



o

42

2.3.2. Masalah Lingkungan Perkotaan
Menurut Herman Haeruman yang dikutip oleh Irwan (2008) bahwa harapan
masa depan untuk memperoleh kualitas {ingkungan perkotaan yang lebih baik akan
tergantung kepada empat hal, yaitu :
. Ketepatan alokasi ruang untuk setiap pembangunan.
2. Ketersediaan dan kemampuan kelembagaan dan proses pengelolaan lingkungan,
3. Pengendalian kegiatan pembangunan yang mengarah efisiensi penggunaan
bahan dan pengendalian pencemaran dan perusakan fungsi
4. Tingkat peran serta masyarakat dan disiplin bermasyarakat kota. (pp. 43-4)
Aktivitas kota telah menimbulkan berbagai masalah lingkungan yang seiring
dengan pertambahan jumlah penduduk. Dengan semakin majunya semua aspek
pembangunan juga ikut menimbulkan berbagai implikasi, khususnya di kota-kota
besar maka ckosistem udara juga berubah. Implikasi-implikasi tersebut pada garis
besarnya menyangkut industrialisasi, mobilitas manusia yang terus meningkat,
ketidakseimbangan masalah kependudukan terhadap daya dukung yang makin
melebar. Olehnya itu, udara mengalami perubahan temperatur dan kelembaban
sampai efek estetika dan pandangan di alam terbuka yang semakin suram. (Irwan
2008, p. 45)
Fakta masalah lingkungan perkotaan di DKI Jakarta yang terkait dengan
pencemaran udara antara lain :
1. Jakarta adalah kota penghasil CO, terbanyak, yaitu 378.200,4 ton/ tahun dan
debu 7.382,0 ton/ tahun.

2. Subu udara kota yang semakin meningkat, bahkan sudah mempengaruhi

kenyamanan penduduk Jakarta. Perkembangan kota menyebabkan suhu di
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kawasan kota naik sekitar 0,4 — 2,1°C. Perbedaan suhu sangat nyata pada malam
hari.

3. Kadar debu terus meningkat, bahkan di tempat-tempat terientu sudah melewati
ambang batas dan Jakarta merupakan penghasil debu terbanyak jika
dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia.

4, Maszlah persepsi atau etika lingkungan dari kalangan masyarakat yang belum

terbangun dan belum berkembang. (Irwan 23008, pp. 46-7)

2.4. Kebijakan Pengelolaan Kualitas Udara Perkotaan

Suvatu kebijakan di bidang lingkungan sejatinya bertujuan untuk mewujudkan
pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan berbasiskan
kepentingan mayoritas rakyat schingga secara substansi svatu perangkat hukum
dalam bidang lingkungan harus memenuhi kaidah good norm dan good process.
Good Norm diartikan bahwa setiap perangkat hukum lingkungan harus memiliki
pasal-pasal atau keteniuan-ketentuan yang memenuhi kriteria :
1. Kejelasan mandat dan kewenangan
2. Susunan kelembagaan
3. Daya penegakan
4, Demokrasi lingkungan yang memiliki tiga pilar yaitn akses terhadap informasi,

partisipasi publik dan akses terhadap keadilan.

Good Process bermakna bahwa setiap perangkat hukum lingkungan disusun disusun
dengan melibatkan stakeholders secara hakiki. (Sadat et al 2003, p.9, p.18)

Hukum lingkungan telah dikembangkan di Indonesia sejak awal tahun 1980-

an, yakni dengan diundangkannya UU No. 4/ 1982 tentang Ketentuan-ketentuan
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Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan ketentuan payung bagi
perlindungan lingkungan. Namun, UU NO.4/1982 terbukti tidak efektif mencegah
pencemaran dan perusakan lingkungan. Untuk mengatasi hal ini pemerintah
mengeluarkan UU No. 23 tahun 1997, daripada membuat peraturan pelaksana yang
dibutuhkan atau mengamandemen pasal-pasal yang lemah. (Sadat et ai 2003, p. 17)

Indonesia belum mempunyai undang-undang yang secara khusus mengatur
tentang pencemaran udara, tetapi ada beberapa undang-undang yang dapat digunakan
sebagai dasar pengaturannya seperti UU No. 5 Tahun 1984, UU No. 14 Tahun 1992,
Undang-undang No. 24 tahun 1992, Undang-undang No. 23 Tahun 1997 dan UU No.
41 Tahun 1999. Sementara di tingkat peraturan pemerintah, telah ada beberapa
peraturan yang secara khusus mengatur pencemaran udara di Indonesia, di antaranya
adalah PP No. 41 Tahun 1999 dan PP No. 6 Tahun 1994, Selain itu, ada pula
beberapa perangkat hukum yang dikeluarkan sebagai upaya pemenuhan kewajiban
internastonal Indonesia terhadap konvensi intemasional yang mengatur tentang
pengendalian pencemaran udara, di antaranya adalah Konvensi Penipisan Lapisan
Ozon 1985 (Keppres No. 23 Tahun 1992), Protokol Montreal 1987 beserta beberapa
amandemennya (Keppres No. 92 Tahun 1998) dan Konvensi Perubahan Iklim 1992
(UU No.6 Tahun 1994). (Sadat et al 2003, p. 17)

Perangkat hukum pengendalian pencemaran udara di PrOpinsilDKI Jakarta

antara lain :

1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran
Udara. Perda ini mengatur tentang perfindungan mutu udara dan pengendalian

pencemaran udara di DKI Jakarta. Hal yang sangat spesifik dalam Perda ini
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adalah adanya pasal khusus tentang keharusan penggunaan bahan bakar gas
untuk angkutan umum dan kendaraan operasional pemerintah, larangan merokok
di tempat tertutup, serta pembakaran sampah.

Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 95 Tahun
2000 tentang Pemeriksaan Emisi dan Perawatan Mobil Penumpang Pribadi di
Propinsi DKI Jakarta. Keputusan ini mengatur kewajiban pemilik mobil
penumpang pribadi untuk melakukan uji emisi untuk memenuhi ambang batas
emisi gas buang kendaraan vang ditetapkan untuk DK Jakarta, serta melakukan

perawatan apabila emisi melampaui ambang batas.

Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 670
Tahun 2000 tentang Penctapan Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak di
Propinsi DKI Jakarta. Keputusan ini menetapkan baku mutu emisi untuk jenis
kegiatan industri besi dan baja, pembangkit listrik tenaga vap berbahan bakar
batubara serta kegiatan lainnya. Setiap kegiatan atau usaha yang menghasilkan
emisi dari sumber tidak bergerak, wajib memenuhi baku mutu emisi

sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Gubernur.

Surat Keputusan Gubemur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1041
Tahun 2000 tentang Penetapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor di
Propinsi DKI Jakarta. Keputusan ini menetapkan ambang batas emisi gas buang
untuk kendaraan bermotor untuk DKI Jakarta, yang lebih ketat dibandingkan

dengan ambang batas untuk nasional.

Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Tbukota Jakarta Nomor 551 Tahun

2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat

Implementsi kebijakan..., Andi Alfian Zainuddin, FKM Ul, 2008



34

Kebisingan di Propinsi DKI Jakarta. Keputusan ini menetapkan baku mutu udara
ambien DKI Jakarta untuk sembilan parameter, yaitu SO,, CO, NO,, Os, HC,
PMig, PM;s, TSP dan Pb. Baku mutu udara ambien DKI Jakarta ini hampir
sama dengan baku mutu udara ambien nasional yang tertuang dalam lampiran
PP No. 41/1999, kecuali untuk beberapa parameter dengan waktu pengukuran
tertentu yang lebih ketat. (Bappenas 2006, pp. 70-2)

Dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut di atas kerangka
kelembagaan yang terdiri dari tata dan kapasitas kelembagaan, kebijakan, peraturan
dan standar, penegakan hukum serta ketersediaan dana memainkan peranan yang
sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas ndara. Tanpa tata kelembagaan
yang baik, terutama karepa permasalahan peningkatan kualitas udara bukanlah
menjadi tanggung jawab satu instansi pemerintah saja, maka peningkatan kualitas
ndara tidak akan tercapai. Kondisi yang sama juga terjadi pada aspek lainnya,
misalnya tanpa penegakan hukum dan peraturan tidak akan banyak membantu dalam

upaya peningkatan kualitas udara. (Bappenas 2006, p. 69)

Untuk mengantisipasi kendala tidak terintegrasinya perangkat-perangkat
hukum tersebut khususnya peningkatan kualitas udara perkotaan, maka Bappenas
mengeluarkan program kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan yang memuat
strategi-strategi berikut dengan kerangka konseptual seperti yang terlihat pada

gambar 2.6, :
1. Strategi Pencegahan Pencemaran Udara

2. Strategi untuk Pengendalian Pencemaran Udara dari Berbagai Sumber
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3. Strategi untuk Pengendalian Dampak Kesehatan dan Mitigasi Dampak dari
Pencemaran Udara

4. Strategi untuk Penguatan Institusi dan Peningkatan Kapasitas Pemerintah dalam

Upaya Peningkatan Kualitas Udara Perkotaan (Bappenas 2006, p. 84)

Gambar 2.5. Kerangka Konseptual Dalam Peningkatan Kualitas Udara
Perkotaan Secara Komprehensif

TIMBULNYA ERISI BERBAHAYA PRIORITAS PEMBANGLMNAN
Fedwnma FPLN Harteri Koordires Wrsan Eronoms
Depardemen Parhubungan L L) BAPPENAS

par sl — Depatemen Hewung
EDanfgi ﬁ%un&}ﬁ?ﬁp Alam ,.-‘-..::- D'_\Mime:ﬂ; mn Hegerri'
g i o cla) Depademen Fekejasn Unum

o
S ey magm
&1
Bergeghy fun nga ¥
e
ey
—— KONSEKUENSI POLUSE UDARA
TERJADIHYA POLUSIUDARA Departemen Kesefatan
Departem en Kez ehteraan Sosiai
Tapithan UagaLnIn K Bepartenen Kebudryan

Sumber : Bappenas 2006, Atlas Kualitas {dara Nasional, p. 2
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KERANGKA TEORI, KERANGKA KONSEP DAN DEFINISI

ISTILAH

3.1. Kerangka Teori

Berikut kerangka-kerangka teori dalam analisis implementasi kebijakan
dengan pendekatan sistem :

Salah satu mode! formulasi kebijakan adalah model sistem. Dalam
pendekatan ini dikenal lima instrumen penting untuk memahami proses pengambilan
keputusan sebuah kebijakan, yaitu : input, proses, output, umpan balik dan
lingkungan itu sendiri. (Agustino 2006, p.131).

Gambar 3.1. Model Sistem

Lingkungan

Input ( & Proses Output

Umpan Balik

Sumber : Agustino 2006, Dasar-dasar Kebijakan Publik, p.132
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Dalam analisis implementasi kebijakan dengan pendekatan sistem, kebijakan
dipandang sebagai reaksi sistem politik untuk kebutuhan yang timbul dari
lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, input sistem berasal dari lingkungannya yang
terbuka berupa permintaan dan dukungan yang kemudian diformulasikan dalam
bentuk kebijakan. Lingkungan terdiri dari semua kondisi dan kejadian luar sampai
pada batas sistem politik. Konsep umpan balik menunjukkan bahwa kebijakan
ataupun output sesudah itu dapat merubah lingkungan dan permintaan yang muncul
di dalamnya seperti karakteristik sistem politik itu sendiri. Output kebijakan dapat
menghasilkan permintaan baru, yang dapat memberikan output kebijakan
selanjutnya, dan seterusnya secara kontinyu, sehingga kebijakan tidak pernah
berakhir. (Agustino 2006, p.20)

Lebih jelasnya dapat dilibat dalam gambar di bawah ini :

Gambar 3.2. Teori Sistem Kebijakan Publik
mg@g,a_n [ntmsosialw

Sistem Ekologi
Sistem Sostal

Sistem Budaya Lj
Sistem Ekonomi I

Dil.

_ S

Permintaan

0l

(L' Ekslrasoslan U Dukungan
» Sistem Sogsial
Internasional -
e Sistem Budaya _)
Internasional
+ Sistem Politik
Internasional
\. DIl

UMPAN BALIK
Sumber : Agustino 2006, Dasar-dasar Kebijakan Publik, p.20
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Teori sistem fersebut memberikan pemahaman kepada kita mengenai
beberapa aspek politik yang penting, seperti :

1. Bagaimana input lingkungan mempengaruhi isi kebijakan publik dan sifat sistem
politik ?

2. Bagaimana kebijakan publik mempengaruhi lingkungan dan permintaan
kegiatan selanjutnya ?

3. Kekuatan dan faktor lingkungan apakah yang bertindak dalam menimbulkan
permirtaan pada sistem politik ?

4. Bagaimana sistem politik dapat merubah permintaan dalam kebijakan publik dan
mempertahankan dirinya sepanjang waktu 7 (Agustino 2006, p.21)

Analisis implementasi kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan terkait
transportasi merupakan studi implementasi yang mana mempakan studi kebijakan
yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suata kebijakan. Olehnya itu, penelitian
ini diarahkan pada analisis dari proses kebijakan pengelolaan kualitas udara
perkotaan terkait transportasi yang sedang berjalan. Analisis yang dilakukan
berdasarkan pemantauwan yang akan membantu menilai tingkat kepatuhan,
menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program,
mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi, dan menentukan letak
pihak-pihak yang bertanggung jawab dari setiap tahap kebijakan. (Agustino 20606,

p.139; Dunn 2003, p.28)
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Berdasarkan kerangka teori yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian

analisis implementasi kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan terkait

transportasi di Propinsi DKI Jakarta menggunakan kerangka konsep sebagai berikut :

Gambar 3.3. Kerangka Konsep Penelitian
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Penelitian ini merupakan analisis implementasi di mana akan
menitikberatkan pada proses pelaksanaan kebijakan. Proses yang dimaksud adalah
telaah mengenai kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan terkait transportasi
di Propinsi DKI Jakarta yang meliputi instrumen kebijakan (inventarisasi peraturan
beserta instrumen teknis yang terkait dengan pengelolaan kualitas udara), sumber
daya seperti : sikap dan peran SDM (Biro Hukum, BPLHD, Dinas Perhubungan,
Dinas Kesehatan, Samsat), alokasi sumber dana serta sikap dan peran serta
masyarakat, dan manajemen (tata laksana kebijakan, keterpaduan hirarki

kelembagaan, pemantauvan dan evaluasi).

3.3. Definisi Istilah

1. Masalah kesehatan (morbiditas dan mortalitas) terkait pencemaran udara adalah
tingkat morbiditas dan mortalitas terkait pencemaran udara di Propinsi DKI
Jakarta.
Cara nkur : Wawancara mendalam, Telaah dokumen
Alatukur : Pedoman wawancara mendalam dan alat perekam, pedoman

telaah dokumen

Informan : Dinas Kesehatan

2. Peraturan terkait adalah perangkat peraturan dalam penerapan kebijakan
pengelolaan kualitas udara perkotaan terkait transportasi di Propinsi DKI Jakarta.
Caraukur : Wawancara mendalam, telaah dokumen
Alatukur : Pedoman wawancara mendalam dan alat perekam, pedoman

telash dokumen
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Informan : DPRD Propinsi DKI Jakarta, Birc Hukum, BPLHD, Dinas

Perhubungan, Dinas Kesehatan, Samsat

. Instrumen teknis adalah instrumen yang digunakan dalam penerapan kebijakan

pengeiolaan kualitas udara perkotaan terkait transportasi di Propinsi DKI Jakarta.

Cara ukur : Wawancara mendalam, telaah dokumen

Alatukur : Pedoman wawancara mendalam dan alat perekam, pedoman
telaah dokumen

Informan : DPRD Propinsi DKI Jakarta, Biro Hukum, BPLHD, Dinas

Perhubungan, Dinas Kesehatan, Samsat

. Sikap dan peran SDM adalah kesesuaian dan ketepatan sikap dan peran SDM

yang terlibat dalam penerapan kebijakan pengelolaan Kualitas udara perkotaan

terkait transportasi di Propinsi DKI Jakarta.

Caraukur : Wawancara mendalam, telaah dokumen

Alatukur : Pedoman wawancara mendalamn dan alat perekam, pedoman
telaah dokumen

Informan : DPRD Propinsi DKI Jakarta, Biro Hukum, BPLHD, Dinas

Perhubungan, Dinas Kesehatan, Samsat

. Alokasi sumber dana adalah kesesuaian dan ketepatan alokasi sumber dana

dalam penerapan kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan terkait
transportasi di Propinsi DKI Jakarta,

Caraukur : Wawancara mendalam, telaah dokumen

Alatukur : Pedoman wawancara mendalam dan alat perckam, pedoman

telazh dokumen
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Informan : Biro Hukum, BPLHD, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan,
Samsat

. Sikap dan peran serta masyarakat adalah kesesuaian dan ketepatan sikap dan

peran serta masyarakat dalam penerapan kebijakan pengelolaan knalitas udara

perkotaan terkait transportasi di Propinsi DKI Jakarta.

Caraukur : Wawancara mendalam

Alatukur : Pedoman wawancara mendalam dan alat perekam,

Informan : DPRD Propinsi DKI Jakarta, Biro Hukum, BPLHD, Dinas
Perhubungan, Dinas Kesehatan, Samsat

. Tata laksana kebijakan adalah kesesuzian dan ketepatan tata laksana kebijakan

pengelolaan kualitas udara perkotaan terkait transportasi di Propinsi DKI Jakarta.

Caraukur : Wawancara mendalam, telaah dokumen

Alatukur : Pedoman wawancara mendalam dan alat perekam, pedoman
telaah dokumen

Informan : DPRD Propinsi DKI Jakarta,. Biro Hukum, BPLHD, Dinas
Perhubungan, Dinas Kesehatan, Samsat

. Keterpaduan hirarki antar lembaga pelaksana adalah keterpaduan koordinasi

antar lembaga pelaksana dalam penerapan kebijakan pengelolaan kualitas udara

perkotaan terkait transportasi di Propinsi DKI Jakarta.

Caraukur : Wawancara mendalam, telaah dokumen

Alatuvkur : Pedoman wawancara mendalam dan alat perekam, pedoman
telaah dokumen

Informan : Biro Hukum, BPLHD, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan,

Samsat

Implementsi kebijakan..., Andi Alfian Zainuddin, FKM Ul, 2008



9.

10.

11.

12,

43

Pemantavan dan evaluasi adalah kesesualan dan ketepatan pemantauan dan

evaluasi kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan terkait transportasi di

Propinsi DKI Jakarta.

Caraukur : Wawancara mendalam, telaah dokumen

Alatukur : Pedoman wawancara mendalam dan alat perekam, pedoman
telaah dokumen

Informan : DPRD Propinsi DKI Jakarta, Biro Hukum, BPLHD, Dinas
Perhubungan, Dinas Kesehatan, Samsat

Implementasi proses adalah kesesuaian, ketepatan dan kualitas dalam

pengimplementasian kebijakan pengelolaan kualitas wdara perkotaan terkait

transportasi di Propinsi DKI Jakarta,

Kesesuaian adalah menilai sesuai atau tidaknya pengimplementasian kebijakan

pengelolaan kualitas udara perkotaan terkait transportasi di Propinsi DKI Jakarta.

Ketepatan adalah menilai tepat atau tidaknya pengimplementasian kebijakan

pengelolaan kualitas udara perkotaan terkait transportasi di Propinsi DKI Jakarta.
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METODE PENELITIAN

4.1. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan dengan menggunakan metode
kualitatif karena bermnaksud untuk menggali lebih mendalam mengenai implementasi
kebijakan pengelolaan kualitas udara terkait transportasi di Propinsi DKI Jakarta
dengan variabel yang akan terus berkembang sampai tidak ditemukan lagi informasi

baru.

4.2. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada bulan Nopember - Desember 2008 di beberapa

institusi/ pejabat Propinsi DKI Jakarta yang terlibat dalam penerapan kebijakan

pengelolaan kualitas udara terkait transportasi.

4.3. Informan

Pada penelitian kualitatif, prosedur sampling yang terpenting adalah
bagaimana menentukan informan kunci (key informan) atau situasi sosial yang sarat
informasi sesuai dengan fokus penelitian. Untuk memilih sampel dalam penelitian
ini, lebih tepat dilakuzkan dengan secara sengaja (purposive sampling). Selanjutya,
bila dalam proses pengumpulan informasi, tidak ditemukan lagi variasi informasi
baru, maka proses pengumpuian informasi sudah dianggap selesai. (Bungin 2007,

p.53)
49
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Informan penelitian ini antara lain :

1. DPRD Propinsi DKI Jakarta vaitu 2 orang anggota DPRD Komisi Lingkungan.

2. Biro Hukum Propinsi DKI Jakarta yaitu | orang Kepala Biro Hukum dan ! orang
staf Bagian Pengkajian Peraturan Perundang-undangan.

3. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yaitu 1 orang Kepala BPLHD dan
I orang staf bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

4. Dinas Perhubungan yaitu 1 orang Kepala Dishub dan 1 orang staf subdinas
Pengendalian Laly Lintas dan Angkutan Jalan.

5. Dinas Kesehatan yaitu | orang Kepala Dinkes dan 1 orang staf subdinas
Kesehatan Masyarakat.

6. Samsat yaitu | orang Kepala Samsat dan | orang stal perizinan kendaraan
bermotor.

Untuk menggali informasi dari informan-informan tersebut, serta untuk
bervariasinya informasi yang diperoleh, maka teknik pengambilan data yang lazim
digunakan untuk penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam (in depth
interview) dan telaah dokumen.

Teknik snowball sampling juga digunakan untuk memperluas deskripsi

informasi dan melacak variasi informasi yang mungkin ada.

4.4, Pengumpulan Data
Sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut :
a. Data primer yang dikumpulkan antara lain mengenai perangkat peraturan,
instrumen-instrumen teknis, sikap dan peran SDM, alokasi sumber dana,

sikap dan peran serta masyarakat, tata laksana kebijakan, keterpadvan hirarki
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antarlembaga pelaksana, pemantauvan dan evaluasi kebijakan. Pengumpulan
data primer dilakukan dengan teknik wawancara mendalam (in depth
interview) dengan menggunakan pedoman wawancara dan bantuan alat
perckam.

2. Data sekunder dikumpulkan dengan menggunakan teknik telaah dokumen untuk
mendapatkan data mengenai masalah-masalah pencemaran ndara di Propinsi‘DK]
Jakarta, peraturan terkait, instrumen teknis, alokasi sumber dana, tata laksana
kebijakan, keterpaduan hirarki antarlembaga pelaksana dan pemantauan dan
evaluasi.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, yang merupakan penelitian
dengan pendekatan kuaslitatif, adalah peneliti sendiri dibantu dengan catatan dan

bantuan alat perekam.

4.5. Manajemwen Data

Dalam pengelolaan data yang dikumpulkan, penelitian menggunakan bantuan
komputer. Data yang telah dikumpulkan baik dari alat perekam maupun dokumen
kemudian dilakukan reduksi (data reduction) dengan membuat transkrip. Setelah itu,
hasil dari reduksi data tersebut diorganisasikan ke dalam bentuk matriks (data
display). (Bungin 2007, pp.69-70)

Untuk menjamin keabsahan hasil penelitian, maka penelitian ini harus

memenuhi standar kredibilitas dan transferabilitas, dengan kriteria berikut :
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Standar Kredibilitas

Standar kredibilitas identik dengan validasi internal dalam penelitian kuantitatif.

Standar kredibilitas merupakan standar bahwa penelitian ini betul-betul dipercaya

sesuai dengan fakta di lapangan. Upaya-upaya yang dilakukan :

a.

Melakukan triangulasi, yaitu triangulasi metode dengan melakukan
triangulasi ‘metode wawancara mendalam dan metode telaah dokumen,
triangulasi sumber data dengan membandingkan antar informan, serta
triangulasi pengumpul data dengan melibatkan peneliti lain.

Melibatkan teman sejawat (vang tidak ikut dalam penelitian) untuk
berdiskusi, memberikan masukan, bahkan kritik mulai awal kegiatan
penelitian sampai tersusunnya hasil penelitian.

Melakukan analisis ataw kajian kasus negatif (jika ada) sebagai pembanding
hasil penelitian.

Melacak kesesnaian dan kelengkapan hasil analisis data. (Bungin 2007,

pp.59-61)

Standar Transferabilitas

Standar tansferabilitas merupakan modifikasi dari validasi eksternal dalam

penelifian kvantitatif. Penelitian ini dikatakan memiiiki standar tranferabilitas

yang tinggi bila pembaca laporan penelitian ini memperoleh gambaran dan

pemahaman yang jelas tentang konteks dan fokus penelitian. (Bungin 2007, p.61)

4.6.

Analisis Data

Setelah scmua data teiah terkumpul dan diolah, maka tahap selanjutnya

adalah analisis data. Teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dengan
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menggunakan teknik Analisis Isi (Content Analysis). Analisis ini dimulai dengan
menemukan simbol-simbol yang dipakai dalam komunikasi dari data yang telah
berbentuk matriks sesuai dengan variabel yang diteliti, kemudian mengkiasifikasikan

sesuai dengan variabel dan kemudian dilakukan analisis. (Bungin 2007, p.85)
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BAB YV

HASIL PENELITIAN

5.1. Gambaran Umum Wilayah Propinsi DKI Jakarta

5.1.1. Keadaan Geografi

Kota Jakarta sudah berdiri sejak awal XVII persisnya tahun [527. Dimulai
dengan nama “Gemeente dan Stad Gemeente Batgvia”, kemudian berubah menjadi
“Jakarta Tokubetshusi” pada jaman pendudukan Jepang sampai Indonesia merdeka
dan sekarang lebih dikenal dengan “Kota Metropolitan Jakarta”.

Propinsi DKI Jakarta merupakan ibukota Republik Indonesia yang terletak
pada posisi 6°12° Lintang Selatan dan 106°48” Bujur Timur dengan batas-batas :

1. Sebelah Selatan : Propinsi Jawa Barat
2. Sebelah Timur : Propinsi Jawa Barat
3. Sebelah Barat  :  Propinsi Banten

4. Sebelah Utara  : Laut Jawa

Berdasarkan SK Gubernur Nomor 1227 Tahun 1989, Propinsi DK1 Jakarta
mempunyai luas wilayah berupa daratan seluas 661,52 km? dan berupa lautan seluas
6.977,5 km®. Wilayah DK1 Jakarta memilki tidak kurang dari 110 buah pulau yang
tersebar di Kepulauan Seribu, dan sekitar 27 buah sungai/ saluran/ kanal yang
digunakan sebagai sumber air minum, usaha perikanan dan usaha perkotaan.

Propinsi DKI Jakarta terdiri dari lima kota dan satu kabupaten administratif.
Kelima kota tersebut adalah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta

Barat dan Jjakarta Utara masing-masing dengan luas daratan seluas 145,73 km?%

54
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187,75 km?, 48,20 km?, 126,15 km” dan 141,88 km® serta Kabupaten Kepulauan

Seribu seluas 11,81 km?.

Gambar 5.1. Peta Propinsi DKI Jakarta
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Sumber: online www.jakarta.go.id
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5.1.2. Keadaan Iklim

Propinsi DKI Jakarta dan pada umumnya seluruh daerah di Indonesia,
mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Pada bulan Juni
sampai dengan September arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak
mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada
bulan Desember sampai dengan Maret arus angin banyak mengandung uap air yang
berasal dari Asia dan Samudera Pasifik sehingga terjadi musim penghujan.

Secara umum, Propinsi DKI Jakarta beriklim panas dengan rata-rataz suhu
maksimum udara berkisar 34,1°C pada siang hari dan suhn minimum vdara berkisar
23,5°C pada malam hari. Sedangkan kelembaban udara maksimom rata-rata sebesar
88,0% dan rata-rata kelembaban udara minimum sebesar 71,8% dengan rata-rata

curah hujan sepanjang tahun sebesar 174,8 mm?.

5.1.3. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan hasil estimasi Survei
Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2006, sebanyak 8.961.680 jiwa yang tersebar di
267 kelurahan, 2.686 RW dan 30.093 RT dengan tingkat pertumbuhan penduduk
1,11%. Dengan luas wilayah 661,52 km? berarti kepadatan penduduknya mencapai
13.547 jiwaskm’.

Dari jumlah tersebut, penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak
dibandingkan penduduk berjenis kelamin perempuan dengan jumiah masing-masing
4.483.001 jiwa laki-laki dan 4.478.679 jiwa perempuan. Sementara itu, pendidikan

tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk usia 10 tahun ke atas pada jenjang SLTA
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sekitar 35,23%, sementara untuk jenjang SLTP sekitar 19,58% dan maksimal Tamat

SD sekitar 20,95%, sedangkan jenjang Akademi/ Universitas sebanyak 12,33%.

5.1.4. Keadaan Transportasi Kendaraan Bermotor

Data per 31 Oktober 2008 menunjukkan peningkatan jumlah kendaraan
bermotor yang pesat di bandingkan tahun sebelumnya. Jenis kendaraan bermotor
terbanyak adalah sepeda motor yaitu sebanyak 3.883.812 unit, diikuti mobil
penumpang, beban dan bus serta diperkirakan masih bertambab sampai dengan
Desember 2008. Gambar 5.2. menunjukkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor
dari tahun 2004 sampai dengan per 31 Oktober 2008.

Gambar 5.2. Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Teregistrasi Di Propinsi DKI
Jakarta Tahun 2004 - 2008
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Catatan : Data tahun 2008 adalah per 31 Oktober 2008

Sumber : Polda Metro Jaya (2008)
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5.1.5. Keadaan Kualitas Udara

Data pemantauan kualitas udara Jakarta tahun 2004 sampai dengan per 8
Desember 2008 menunjukkan peningkatan jumlah hari yang baik dari tahun ke tahun
walaupun sempat menurun pada tahun 2005. Jumlah hari baik meningkat 45 hari
pada tahun 2006, kemudian meningkat lagi menjadi 73 hari pada tahun 2007 dan
meningkat secara drastis sebanyak 125 hari sampai dengan 31 Oktober 2008. Di sisi
lain, pada tahun 2004 - 2006 juga terlihat adanya peningkatan hari yang tidak sehat
dari 5 hari pada tahun 2004 menjadi 18 hari pada tahun 2005 serta meningkat drastis
menjadi 51 hari pada tahun 2006 kemudian menurun tipis pada tahun 2007.

Gambar 5.3. Data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Di Propinsi DKI
Jakarta Tabun 2004 — 2008
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Catatan : Data tahun 2008 adalah per 8 Desember 2008
Sumber : BPLHD Propinsi DKI Jakarta, 2008
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5.1.6. Keadaan Keschatan

Angka kesakifan pada tahun 2007 masih didominasi oleh penyakit saluran
pernafasan yaitu di urutan pertama dengan kategori infeksi akut lain pernafasan atas
sebanyak 1.424.967 kasus (43%) diikuti penyakit lainnya sebanyak 411.888 kasus
(12%)di urutan kedua serta di urutan ketiga dengan katepori penyakit lain pada
saluran pernafasan atas sebanyak 278.644 kasus (8%). Gambar 5.5. juga
memperlihatkan jumlah kasus penyakit terkait pernafasan yang senderung meningkat
dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007.

Gambar 54. Data 10 Penyakit Terbanyak Di Propinsi DKI Jakarta Tahun
2007
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Sumber : Dinas Kesehatan Propinsi DK Jakarta, 2008
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Gambar 5.5. Penyakit Terkait Pernafasan Di Propinsi DK1 Jakarta Tahun

2004 - 2007
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Sumber : Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta, 2008

5.2. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Nopember sampai dengan bulan

Desember 2008 dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan 2

cara, yaitu data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan

informan-informan yang dipilih serta data sekunder dengan mengumpulkan

dokumen-dokumen terkait penelitian. Data yang telah dikumpulkan melalui alat

perckam dibuat transkrip kemudian dilakukan pengkodean dengan melibatkan teman

sejawat yang tidak ikut dalam penelitian. Setelah itu, data yang telah dikode

diorganisasikan ke dalam matriks.

Dalam penelitian ini, peneliti menemui berbagai kendala, antara lain :

1. Sistem birokrasi administrast di beberapa instansi yang sangat panjang dan kaku,

sehingga membuat proses penelitian menjadi terhambat.

Implementsi kebijakan..., Andi Alfian Zainuddin, FKM Ul, 2008



ol

2. Tidak semua informan yang direncanakan dapat ditemui dan diwawancara,
utamanya pimpinan tertinggi dan kebanyakan mendisposisikan ke staf di
bawahnya. Sedangkan staf yang lain dalam satu instansi tidak dapat
diwawancarai dengan alasan tidak ada disposisi kepada yang bersangkutan.

3. Kurangnya data yang diperlukan, utamanya data mengenai anggaran,

dikarenakan data tersebut tidak boleh dikelvarkan oleh informan.

5.3. Hasil Penelitian
5.3.1. Karakteristik Informan

Informan dalam penelitian ini terdiri dari 6 orang dari 6 instansi yang berbeda
yaitu DPRD, Birc Hukum, BPLHD, Dinas Perhubungan, Dinas Keschatan dan
Samsat dengan menggunakan metode wawancara mendalam. Lama wawancara
bervariasi antara 10 — 90 menit dengan frekuensi wawancara sebanyak 1 — 2 kali.
Karakteristik informan meliputi umur, jenis kelamin, pendidikan, jabatan dan lama
bekerja. Umur informan bervariasi antara 37 ~ 45 tahun, 1 informan berjenis kelamin
perempuan dan $ informan lzinnya berjenis kelamin laki-laki. Pendidikan terakhir
informan bervariasi yaitu D3 sebanyak | orang, S1 sebanyak 2 informan dan S2
sebanyak 3 informan. Lama bekerja masing-masing informan bervariasi dari 7 bulan

— 22 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 5.1.  Karakteristik Informan
No | Informan Umur Jenis | Pendidikan Jabatan Lama
{tahun) | Kelamin Bekerja
1. | DPRD 43 L Strata Il Wakil Ketua | 4 tahun
Komisi D
2. | Biro Hukum 44 L Strata 1 Kepala 4 tahun
Hukum Subag, Perda
Tata Negara
3. | BPLHD 37 p Strata {1 Kepala 1 tahun
' Transportasi | Subid.
Pengendalian
Pencemaran
Udara
4. | Dinas 39 L Diploma IIT | Bag. Data 10 tahun
Perhubungan dan
Informasi/
Ketua
Sekretariat
Dewan
Transportast
Kota
5. [ Dinas 45 L Strata I Staf Seksi 22 tahun
Kesehatan Kesehatan | Penyehatan
Masyarakat | Lingkungan
6. | Samsat 45 L Strata I Kepala Subsi | 7 bulan
STNK

5.3.2. Instrumen Kebijakan

5.3.2.1. Peraturan Terkait

Berdasarkan informasi yang didapatkan, peraturan terkait kebijakan
pengelolaan kualitas udara perkotaan terkait transportasi mengacu pada UU No. 14
Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta PP No., 41 Tahun 1999
Tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Sebagian besar informan (5 dari 6
informan) telah mengetahui tentang Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2005 Tentang

Pengendalian Pencemaran Udara di Jakarta, akan tetapi hanya satu informan yaitu

dari BPLHD yang mengetahui peraturan teknis di bawahnya seperti Peraturan
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Gubernur No. 92 Tahun 2007, Peraturan Gubernur No. 31 Tahun 2008, Peraturan
Gubernur No. 141 Tahun 2007 dan Instruksi Gubernur No. 93 Tahun 2007. Berikut
petikan pernyataannya :

".... yang saya {ahu dari nasionalnya kita ada pp 41, terus kemudian masuk lagi ke
pemda dki sendiri kita punya perda 2 2005 tentang pengendalian pencemaran udara,
.......... , dari sumber bergeraknya sendiri ada pergub 92 tahun 2007 tentang wji emisi
dan perawatan kendaraan bermolor, kemudian lerkait dengan bergerak juga, ada
peraturan gubernur nomor 31 tahun 2008 tentang ambang batas emisi gas buang
kendaraan bermotor, kendaraan bermotor lagi ada tentang bbg, bbg itu nomor 141
tahun 2007, itu tentang penggunaan bahan bakar gas untuk angkutan umum dan
kendaraan operasional pemda, terus kemudian, terus kaitannya dengan upaya
pemulihan mutu udara, kita ada instruksi gubernur no 93 tahun 2007, itu tentang
pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor pada kawasan tertentu....” (Informan

3)

Informan 1 menyebutkan bahwa tujuan dikeluarkannya Perda No. 2 Tabun
2005 adaiah untuk memelihara kualitas udara, mempertahankan kualitas udara dan
mengendalikan kualitas udara. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa proses
pembuatan Perda No. 2 Tahun 2005 merupakan proses yang panjang dan cukup
lama, memakan waktu 3 tahun, serta banyaknya masukan dalam pembuatan perda
ini. Yang terlibat dalam pembuatan perda ini dari berbagai kalangan seperti LSM,
Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian, Dinas
Pariwisata serta dunia usaha dan industri. Berikut kutipannya :
".... jadi pada saat pembuatan, prosesnya panjang dan lama, hampir 3 tahun
pembuatannya, jadi cukup lama, kemudian masuk ke proses DPRD, di DPRD pun
banyak yang membantu mendukung baik kita dari sisi pemerintah, kemudian dari
NGO-NGO itu juga, bantu mem'force'lah agar segera ini diterbitkan gitu, banyak
masukan kita dapat, masukannya kita akomodirlah kita bahas bersama...”
(Informan 3)
"..... pada saat pembuatan itu ... banyak sekali yah ... LSM juga banyak yang tahu,
mereka bilang ini perda vang memang .... apa yah .... menerima banyak masukan,
banyak LSM yang ikut serta di dalamnya, mungkin sekitar 20an lebih, kemudian dari
kementerian lingkungan hkidup juga pasti ikut mendukung kita, kemudion dari

instansi-instansi terkait dari mulai dinas perhubungan, perindusirian todi yang
sudah saya sebut sebagai tim kerja trus ada dinas pariwisata dan sebagainya karena
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perda itu tidak hanya tentang uji emisi yah, kan ada tentang kawasan dilarang
merokok di mana di dalamnya ada kebijakan tentang dilarang merokok untuk tempat
umum dan tempat kerja jadi di situ semua instansi masuk ke dalamnya dari mulai
tadi LSM sudah, kemudian dunia usaha karena untuk bengkel-bengkel kemudian
industri-industri yang mungkin terkait, itu masuk juga...”. (Informan 3)

Berbeda dengan informan lainnya, ada informan yang menyebutkan bahwa
dalam hal perpanjangan STNK yang berkaitan langsung dengan Perda No. 2 Tahun
2005, pihaknya tidak mempunyai aturan tersebut dan hanya mengacu pada Instruksi
Bersama yang ditandatangani oleh Menhankampangab, Mendagri dan Menkeu.
Berikut petikannya :

"....Kalau untuk perpanjang STNK mengacu kepada instruksi bersama, aturannya
yah, yang ditandatangani oleh menhankampangab, menteri dalam negeri dan
keuangan itu. Untuk uji emisi, tidak ada pilun (piranti lunak) di polisi yang mengatur
tentang itu ...”. (Informan 6)

53.2.2. Instrumen Teknis Terkait

Sebagian besar informan (5 dari 6 informan) tidak mengetahui instrumen
teknis dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan terkait
transportasi. Instrumen yang diungkapkan oleh informan yang mengetahuinya antara
lain :

1. Pergub No. 92 Tahun 2007 tentang uji emisi dan perawatan kendaraan bermotor,
meliputi beberapa hal, antara lain :
a. Teknis
1) Semua kendaraan wajib melakukan uji emisi setiap 6 bulan sekali baik
kendaraan pribadi maupun kendaraan nmum atau operasional. Untuk
kendaraan pribadi, petunjuk teknisnya dibuat oleh tim kerja yang

dikoordinir oleh BPLHD, sedangkan untuk kendaraan umum dan
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operasional dilakukan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan
Bermotor (UPT PKB) Dinas Perhubungan.

2) Pemeriksaan uji emisi dilaksanakan oleh teknisi uji emisi yang
bersertifikat dan dinyatakan lulus dari pelatihan yang dilakukan oleh tim
kerja.

3) Pemeriksaan uji emisi kendaraan pribadi dilakukan di bengkel yang telah
memenuhi syarat.

4) Adanya tanda lulus uji emisi berupa sticker yang ditempelkan di kaca
sebelah kiri atas bagian dalam kendaraan serta surat keterangan
memenuhi ambang batas yang nantinya dimasukkan dalam buku sebagai
rekam data kendaraan.

5) Aplikasi sistem informasi dan data secara online dari sekretariat tim kerja,
bengkel pelaksana, Samsat dan Dispenda.

b. Regnlasi
Regulasi berupa peraturan dan petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan
kebijakan.

c. Pengawasan
Pengawasan dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini tim kerja.

d. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan gabungan dua kewenangan baik pemerintah maupun

masyarakat,

Pergub No. 141 Tahun 2007 tentang penggunaan bahan bakar gas untuk

angkutan umum dan kendaraan operasional pemerintah daerah.
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3. Instruksi Gubernur No. 93 Tahun 2007 tentang pelaksanaan hari bebas
kendaraan bermotor pada kawasan tertentu di Provinsi DKI Jakarta.
Berikut petikan jawaban informan :

... kalau di pergub 92 sendiri sudah lebih detil di mana di dalamnya untuk
pelaksanaan uji emisi itu dilaksanakan oleh teknisi wji emisi, teknisi ufi emisi itu
adalah telmisi yang bersertifikat, kita sudah melakukan pelatihan, kemudian kita
lakukan wjian, kemudian kita beri sertifikat, kemudian yang kedua dilakukannya di
bengkel pelaksana uji emisi, bengkel itupun adalah bengkel yang bersertifikat, jadi
kita ada penilaian bengkel di sana ... tidak sembarangan bengkel bisa karena ada
beberapa Iriteria yang harus mercka persiapkan dan ada penilaiannya dan
penilaian dilakukan oleh tim kerja, jadi kita benar-benar melakukan kunjungan ke
lapangan, kita lihat apakah mereka mampu atau tidak, intinya itu, kemudian secara
teknis yang ketiga adalah adanya tanda Iulus wji emisi, tanda lulus uji emisi itu
terdiri dari adanya sticker yang nantinya akan dipasang di kaca kiri atas bagian
dalam dari mobil trus yang kedua adalah surat keterangan memenuhi ambang batas,
surat keterangan memenuhi ambang batas itu sendiri akan berisi hasil dari uji emisi
kendaraan, kemudian uniuk melengkapi itu dan merecord data kita juga
menyediakan buku, jadi surat keterangan itu akan ditempelkan ke dalam buku
karena itu berupa label, setelah diprint ditempelkan, sehingga setiap 6 bulan sekali,
si pemilik dapat melihat record kondisi kendaraannya, trus kemudian yang keempat
adalah sistem aplikasi data dan informasi itupun harus disediakan di masing-masing
bengkel, aplikasi kita sudah siapkan, kemudian mereka tinggal meniransfer saja,
memang sampai dengan saat ini kondisinya belum ke arah mereka online secara
otomatis, hanya pengiriman data masih lewat e-mail, tapi ilu nanti pengembangan
ke depan, mereka bisa online ke kami, ke sekretariat tim kerja, ke bplhd, kemudian
kita juga bisa online langsung melalui kpti, ke samsat dan dispenda, dalam arti kata
kan untuk ke arah perpanjangan stnk, kan nantinya ini bisa dijadikan sebagai salah
satu syarat dalam perpanjangan sink, uji emisi ini, itu tiga hal yang teknis, selain
teknis kita jugn jadi perangkatnya sebenarnya empat hal, tadi satu teknis sudah lebih
detil yah, kemudian yang kedua adalah dari segi regulasi kita sudah punya,
kemudian dari segi pengawasan itu juga kita lakukan, jadi regulasi dan pengawasan
itu akan dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini pemda dki, sedangkan tekmis nanti
okan dilepaskan secara program sistem pembiayaan mandiri oleh bengkel, jadi,
bengkel nanti yang akan me'run” itu semua, dari mulai mereka mempersiapkan
teknisinya, menjadi bengkel pelaksana, menyediakan alat uji, itu secara mandiri
mereka akan melakukan dari bengkel itu, kemudian yang terakhir adalah instrumen
sosialisasi, sosialisasi ini adalah gabungan dari dua kewenangan dalam artian kita
pemda memang punya kewajiban dalam melakukan sosialisasi, dan tidak menutup
bahwa masyarakat bisa ikut serta dalam melakukan sosialisasi ...”. (Informan 3)

”... terkait dengan perda 2 ilu kan tentang adanya pemberlakuan hari bebas
kendaraan dilakukan sebulan sekali seperti di jalan thamrin dan ada peraturan
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gubernurnya tapi saya lupa, di mana masing-masing wilayah harus melakukannya
dan efeknya cukup bagus...” (Informan 2)

' ... lapi dalam ity masuk dalam penggunaan bahan bakar gas terutama untuk
angkutan umum, di dki jakarta sudah mulai pelan-pelan ada kebijakan untuk beralih
ke bbg, terutama busway dengan memberi contoh dulu kemudian kebijakan bajaj
yang sebagian sudah bbg, kemudian taksi sebagian adalah bbg... (Informan 4)

5.3.2.3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam kebijakan ini dijawab bervariasi oleh masing-
masing informan. Ada informan menyatakan sanksi dengan denda Rp 20.000,- s/d
Rp 50.000,-. Ada pula informan yang menyebutkan bahwa sanksi yang ada adalah
hukuman 2 bulan penjara atau denda Rp 2.000.000,-.

Teknis penegakan hukum juga belum dilaksanakan sebenarnya, akan tetapi
masih berupa teguran simpatik kepada masyarakat yang formatnya seperti tilang
dengan menyetop kendaraan yang tidak memiliki sticker tanda lulus uji emisi,
kemudian dilakukan nji emisi, jika lulus, maka akan diberikan sticker tanda lulus uji
emisi, sedangkan jika tidak lulus, maka print out dari uji emisi tersebut digunakan
sebagai bukti pelanggaran. Berikut petikan jawaban informan :

"...sanksinya ada, perda itu ada, ada kena sanksi 20.000 atau 50.000, perangkat

penegak hukum yang belum siap, masyarakat belum siap dan untuk melakukan shock
therapy merupakan suatu hal yang besar...” (Informan 1)

"..penegakan hukum itu dasarnya adalah kita menggunakan undang-undang 14
tentang lalu lintas yah, di mana di situ seperti tilang, jadi kalau misalnya itu mereka
akan di 2 tahun, eh ... 2 bulan penjara atau 2 juta rupish dendanya, maksimal yah,
tapi dengan adanya ... apa ... aturan tersebut kita belum bisa melaksanakan secara
utuh, jadi saat ini, masih ke dalam teguran simpatik, tapi formatnya tetap sama, kita
lakukan .. apa.. tekmisnya kita menyetop kendaraan di jalan, itupun oleh petugas ...
oleh polisi atau dishub, ity semua kendaraan baik kendaraan pribadi maupun wmum,
itu distop kemudian akan dilihat apakah mereka punya stiker atau tidak, kalau
mereka tidak punya stiker pasti akan distop, karena ini masih simpatik, kita lakukan
Juga uji emisi kemudian .. kalau mereka lulus kita kasih stiker tapi kalau mereka
tidak tulus, maka dasar dari print out data itu sebagai tanda bukti bahwa kendaraan
ini tidak lulus dan kemudian dikasih surat tilang...” (Informan 3)
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5.3.3. Sumber Daya Manusia

Informan 3 menyatakan bahwa, pihaknya telah mempunyai 216 bengkel
pelaksana uji emisi dan 474 teknisi pelaksana uji emisi yang telah dilatih. Hal ini
masih di bawah target yang semestinya tahun 2008 ditargetkan 300 bengkel
pelaksana uji emisi dengan 600 teknisi pelaksana uji emisi. Pelatihan teknisi yang
diselenggarakan oleh tim kerja dibantu oleh Technical Training Agency (TTA).

Tabel 5.2.  Bengkel dan Teknisi Uji Emisi Tahun 2007 — 2008

Bengkel/Teknisi 2007 2008
Jumiah Peserfa Lulus Total
Seleksi
Bengkel 216 30 22 238
Teknisi 474 110 96 570

Sumber : BPLHD Propinsi DKI Jakarta, 2008
Berikut petikan jawaban informan ;
“kita sudah punya 216 bengkel pelaksana di dki, kita sudah punya 474 teknisi nah

itu kita pikir sudah lebih dari 50% dari target karena target kita 300 bengkel dan
600 teknisi.” (Informan 3)

"..kemudian yg itu ada TTA juga, jadi technical training agency, jadi itu yang bantu
kita dlm hal pelaksanaan pelatihan uniuk teknisi...” (Informan 3)

Informan 4 menyatakan bahwa di instansinya dalam pengujian kendarsan
bermotor, sebenarnya telah mencukupi untuk kendaraan di wilayah DKI Jakarta
sendiri. Beban kerja berlebih diakibatkan adanya kendaraan dari daerah yang
menumpang uji laik jalan di Jakarta. Program pelatihan penguji setingkat D2 selama

2 tahun dan pelatihan pengujian kendarzan bermotor selama 3 bulan yang

Implementsi kebijakan..., Andi Alfian Zainuddin, FKM Ul, 2008



6Y

dilaksanakan di Pusdiklat Perhubungan di Tegal. Selain itu, juga diadakan diklat
penyegaran yang dilakukan setahun sekali. Berikut petikan jawabannya :

"SDM sebenarnya cukup kalau di dki sendiri, cuma yang kebanyakan kendaraan
yang numpang nguji di jakarta. Mengenai pelatihannya, yang pertama, setiap
penguji itu ada diklainya di Tegal itu ada D2 penguji kualitasnya adalah penguji,
mereka juga ada strata-stratanya juga, yang kedua itu diklat pengujian kendaraan
bermotor selama 3 bulan, ada juga dikiat penyegaran penguji kendaraan bermotor
adanya di Tegal, milik Pusdiklat Perhubungan, mungkin setiap setahun sekali ada
penyegaran, terus setiap selahun sekali ada pendidikan untuk itu, kalau D2 kan 2
tahun, setiap setahun sekali juga ada penerimaan seluruh Indonesia, di jakarta juga
banyak lulusan balai diklat pengujian kendaraan bermotor..” (Informan 4)

5.3.4. Alokasi Sumber Dana

Dalam APBD Perubahan Tahun 2008, jumlah total anggaran yang dikelola

oleh BPLHD baik tingkat propinsi maupun kotamadya sebesar Rp 39.187.798.000,-
dari total belanja Rp 20.117.360.708.333,- atau 0,19% dari total belanja APBD.
Jumlah anggaran kegiatan pengelolaan kualitas ndara terkait transportasi sebanyak
Rp 13.625.000.000,- atau 34,8% dari total anggaran BPLHD. Adapun kegiatan
BPLHD dalam pengelolaan kualitas udara perkotaan terkait transportasi antara lain :

Tabel 5.3. Kegiatan BPLHD Dalam Pengelolaan Kualitas Udara Terkait

Transpertasi Tahun 2008
Kegiatan Vol Satnan Pelaksana

Pengolahan data dan informasi kualitas 1 | Dokumen | BPLHD Propinsi
udara ambien dan roadside (termasuk DKI Jakarta
ISPU)

Pelaksanaan Uji Petik Emisi Kendaraan 35 { Kali BPLHD Propinsi
Bermotor DKI Jakarta
Pengumpulan Data Kualitas Udara 9 | titik pantau | BPLHD Propinsi
Ambien (stasiun manual) untuk 26 DKIT Jakarta

frekuensi

Relokasi Stasiun Pemantaun kualitas udara | 1 | Stasiun BPLHD Propinsi
otomatis DKI Jakarta
Pengumpulan Data Kualitas Udara 3 | Stasiun BPLHD Propinsi
(ISPU) DK Jakarta
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Supervisi Pelaksanaan SPM Uji Emisi 20 [ Kali BPLHD Propinsi
DKI jakarta
Penentuan Kriteria Bengkel Pelaksana | | Dokumen | BPLHD Propinsi
dan Teknisi Uji Emist Sepeda Motor DKI Jjakarta
Pembinaan Gerakan Apresiasi Emisi 25 | Anggota BPLHD Propinsi
Bersih (AEB) dan Mitra Emisi Bersih DKI Jakarta
(MEB)
Sertifikasi Bengkel Pelaksana dan Teknis | 86 | bengkel BPLHD Propinsi
Uji Emisi DKI Jakarta
Kampanye Pengendaiian Pencemaran 20 | Kegiatan BPLHD Propinsi
Udara (Perda No. 2 tahun 2005) dan Uji DKI Jakarta
Emisi di 20 Mal
Workshop penerapan kebijakan (pergub) 1 | dokumen BPLHD Propinsi
pemanfaatan BBG/Biofuel DKI Jakarta
Pelaksanaan dan evaluasi Hari Bebas 12 | Kali BPLHD Propinsi
Kendaraan Bermotor (HBKB) pada DKI Jakarta
kawasan tertentu
Pengadaan Alat Pemantauan Kualitas 1 [ paket BPLHD Propinsi
Udara DKI Jakarta
Penyusunan SOP tentang Pengambilan i | SOP BPLHD Propinsi
Sampel Udara Ambien dan Bising DKI Jakarta
Penyusunan rencana kerja / program 5 1 | dokumen BPLHD Propinsi
tahun pemantauan Kualitas udara ambien DKI Jakarta
Optimalisasi Penggunaan Mobile Station | 5 | Lokasi BPLHD Propinsi
Pemantau Kualitas Udara DKI Jakarta
Pemeliharaan dan Pengadaan Suku } | Paket BPLHD Propinsi
Cadang Stasiun Pemantau Kualitas Udara DKI Jakarta
Otomatis (termasuk SPKU Mobile
Station dan Kendaraan Operasional)
Penyusunan Mekanisme Kalibrasi 1 { Dokumen [ BPLHD Propinsi
Bengkel Pelaksana Uji Emisi DKI Jakarta
Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan I }Kali BPLHD Kodya
Bermotor (HBKB) Jakarta Pusat
Pelaksanaan Pengawasan Program P & P | 200 | Kendaraan | BPLHD Kodya
Jakarta Pusat
Pengukuran Kualitas Udara pada Koridor | 2 | Kali BPLHD Kodya
J1. Danau Sunter Selatan dalam rangka Jakarta Utara
Hari Bebas Kendaraan Bermotor
Pelaksanaan Pengawasan Program Pdan | 300 | Kendaraan | BPLHD Kodya
P untuk kendaraan pribadi Jakarta Utara
Hari Bebas Kendaraan Bermotor 1 { lokasi BPLHD Kodya
Jakarta Barat
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Pelaksanaan Pengawasan Program P & P | 200 } Kendaraan | BPLHD Kodya
Jakarta Barat
Pelaksanaan Pengawasan Program P&P | 200 ) Kendaraan | BPLHD Kodya
Kendarzan Bermotor Roda 4 (empat) Jakarta Selatan
Berupa Uji Emisi
Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan I | Kali BPLHD Kodya
Bermotor (HBKB) Jakarta Selatan
Pelaksanaan Pengawasan Program P & P | 200 | Kendaraan | BPLHD Kodya
Jakarta Timur
Pelaksanan hari bebas kendaraan 1 | Kali BPLHD Kodya
bermotor ( HBKB ) Jakarta Timur

Sumber : Bappeda Propinsi DKI Jakarta, 2008

Informan | sempat menyebutkan angka 5% dari APBD, akan tetapi anggaran
tersebut adalah untuk keselurnhan program di bidang lingkungan, tidak secara detil
untuk program peningkatan kualitas udara. Informan 4 dan 5 menyatakan bahwa
tidak ada enggaran yang khusus untuk pengelolaan kualitas udara di instansinya.
Berikut petikannya :

"Ada 5 % lebih untuk lingkungan, kalau untuk itu saya tidak tahu, kalou secara
lingkungan...” (Informan 1)

"saya tidak tahu persis tanyakan ke bplhd"” (Informan 2)

“kalau detilnya saya ngga tahu, saya ngga iahu anggarannya boleh keluar apa
ngga, soalnya ngga pernah ada yang nanya sampai ke situ apalagi jumlah
anggarannya berapa, memang tidak pernah keluar dan saya juga ngga berani

ngasih” (Informan 3)

“Terus terang ngga ada, bplhd adanya, anggarannya cuma untuk pemeliharaan alat
uji saja yang bersumber dari APBD"” (Informan 4)

"ngga ada, sebenarnya memang dinas kesehatan ISPA dan saluran pernapasan

belum menjadi prioritas, kecuali untuk penyakit-penyakit seperti DBD, diare karena

efeknya memang langsung, kalau batuk sudah dianggap biasa” (Informan 5}
Mekanisme penganggaran terdiri atas dana APBD yang dimulai dengan

usulan kegiatan dengan lingkup dan nilai anggaran. Selain dana APBD, dalam
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pelaksanaan ini juga diharapkan dibiayai dari sumber pembiayaan mandiri. Berikut
petikan jawaban informan :
“tetap anggaran dari APBD, jadi kita melakukan wusulon kegiatan dengan
lingkupnya apa saja, nilai anggarannya berapa .... jadi waktu itu sistem pembiayaan
mandiri sudah dilaunching januari 2008, tapi itu tidak boleh kita lepas jadi tetap
ada pendamping, sistem pembiayaan mandiri di mana bengkel atau masyarakat
pertama ada pembiayaan untuk pelatihan teknisi, ada pembiayaan untuk penilaian
bengkel, untuk pengadaan tanda lulus uji emisi, untuk kalibrasi alat wji emisi...
(Informan 3)

Dajam hal kecukupan anggaran, informan 1 menyatakan bahwa anggaran
masih kurang sehingga masih diprioritaskan dulz untuk kebutuhan minimal.
Informan 3 menyatakan bahwa cukup tidaknya adalah relatif dan ada campur tangan

dari DPRD untuk besarannya. Berikut petikannya :

"Masalah cukup atau tidak cukup itu relatif, kalau bicara masalah cukup sih yah
kurang, paling tidak kebutuhan minimal dapat terpenuhi” (Informan 1)

“cukup tidaknya sebetulnya relatif yah, tapi gini dari program yang kita sampaikan
kemudian dprd melihat seginilah cukup, jadi ada campur tangan dprd juga untuk
besarannya” (Informan 3)

53.5. Peran Serta Masyarakat

Dalam hal pelaksanaan kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan,

sebagian besar informan (5 dari 6 informan) mengharapkan peran masyarakat untuk
berpartisipasi dalam melaksanakan uji emisi kendaraan secara berkala. Hal lain yang
diharapkan dalam peran masyarakat adalah ikut mensosialisasikan kebijakan ini,
melaporkan kejadian-kejadian yang mengganggu kualitas udara. Berikut petikannya :
"....menggunakan kendaraan yang memiliki kelayakan emisi gas buang, oleh
karenanya masyarakat memeriksaken kendaraan bermotornya melakukan uji emisi

secara berkala...” (Informan 1)

"masyarakat berperan serta dalam pengelolaan kualitas udara, masyarakat berhak
melaporkan kejadian-kejadian yang mengganggu kualitas udara” (Informan 2)
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“... dari masyarakat sendiri juga diharapkan bisa mensosialisasikan, membanty
mensosialisasikan ke semua ke segenap temanl2, dan lingkungannnya untuk
melakukan uji emisi.” (Informan 3)

5.3.6. Tata Laksana Kebijakan

5.3.6.1. Pembagian Tugas

Dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan sebagian
besar informan menyatakan bahwa BPLHD merupakan koordinator dari pelaksanaan
kebijakan int termasuk uji emisi untuk kendaraan pribadi, dengan pembagian tugas
sebagai berikut :

1. Dinas Perhubungan bertugas dalam menjaga emisi gas buang kendaraan
angkutan umum dan barang dan penggunaan bahan bakar gas pada kendaraan
umum dan operasional.

2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertugas dalam kaitannya dengan dunia
usaha bengkel pelaksana uji emisi dan sumber pencemar tidak bergerak.

3. Dinas Kesehatan bertugas dalam memberikan penyuiuhan-penyuluhan terkait
dampak pencemaran udara

Selain instansi di atas yang tergabung dalam tim kerja antara lain Bappeda,
Biro Hukum, Biro Administrasi Sarana Perkotaan (ASP), Biro Perekonomian,
Kantor Pengelola Teknologi Informasi (KPTI), Polda Metro Jaya, LSM dan Dunia
Usaha. Berikut petikannya :

“kalau tim kerja itu, yang atas gubernur pengarah, kemudian selaku ketua bplhd,
kemudian wakilnya ada 2 dinas perindag dengan dinas perhubungan, perindag
kaitannya dengan bengkel, perhubungan kaitannya dengan tekmisinya, kemudian
anggota ada bappeda, bpihd sendiri, dinas perhubungan, perindag, biro hukum, biro

asp, biro perekonomian, terus kpti, itu 8 kemudian poida metro jaya, kemudian yang
tadi Ism dan dunia usaha, terus kemudian sekretariat tim kerja bplhd” (Informan 3)
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"Kita hanya berperan dalam penyuluhan-penyuluhan saja, sebagai contoh busway,
dalam transportasi massal itu peran kita hanya di penyuluhan aja, misalnya dalam
ruang bus atau di halte-haltenya atau bentuk poster atau leaflet aja, kila
penekanannya pada manusia, kalau bpihd pada lingkungannya” (Informan 3)

5.3.6.2. Realisasi Pelaksanaan
Menurut informan 3, sefak tahun 2000 sampai sekarang, baru sekitar 10%

dari seluruh jumlah kendaraan pribadi yang melakukan uji emisi, padahal berbagai
upaya sosialisasi telah dilakukan oleh BPLHD, akan tetapi hasilnya masih rendah.
"Kalo dari tahun 2000 sampai sekarang berarti sudah 8 tahun ya? Tapi khusus
uniuk kendaraan pribadi, karena kalo angkutan umum kan kita pakai mekanisme
PKB, itu silahkan dengan PKB nya, yang kendaraan pribadi, itu baru 10% dari
kendaraan pribadi yang sudah melakukan uji emisi. Jadi upaya sudah kita lakukan,
rasanya sekarang kita sudah sampai pada wacana memang harus ada pus dulu baru
masyarakal baru mau mengikuti aturan karena sudah dari 7 tahun sampai sekarang
itukan sudah 7 tahun lebih, uji emisi2, uji petik di jalan kita lakukan uji emisi di
mall, kita kerjasama dengan mal baik anggota AEB maupun tidak, mereka kan
senang juga pengunjung untuk melakukan uji emisi gratis disini, nah itu sudah kita
lakukan gitu, tapi setelah kita hitung jumiah seluruhnya itw masih hanya 10% dari
Jjumlah kendaraan pribadi.” (Informan 3)

5.3.6.3. Kendala Dalam Pclaksanaan

Berbagai kendala dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan kualitas udara

parkotaan terkait transportasi di Propinsi DKI Jakarta, antara lain .

1. Sikap dan perilaku masyarakat yang belum mendukung terlaksananya kebijakan

pengelolaan kualitas udara
2. Belum adanya rencana strategis dalam pelaksanaan kebijakan sehingga arah dari
kebijakan yang tidak jelas
3. Sarana prasarana pendukung yang belum memadai, antara lain :

a. Ketidakseimbangan demand dan supply dari BBG sehingga menghambat

pelaksanaan kebijakan penggunaan BBG.
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b. Alat uji emisi yang belum bisa mengcover keseluruhan dari jumlah
kendaraan

c. Status kepemilikan alat pemantan kualitas yang masih dipegang oleh
Kementerian Lingkungan Hidup sehingga anggaran pemeliharaan tidak
dapat dibebankan ke APBD, padahal 1 dari 5 alat pemantau kualitas udara
sudah tidak bisa digunakan.

Sistem pembiayaan mandiri yang belum terlaksana karena masih dalam proses

pembahasan, sehingga masih dibiayai oleh APBD.

Belum berjalannya sistem data dan informasi online dikarenakan pembahasan

mengenai hal tersebut yang belum selesai.

Masih rendahnya komitmen dari pelaksana kebijakan dalam mengupayakan

pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan yang telah digariskan dalam

instrumen-instrumen kebijakan.

Adanya tarikan kepentingan di satu sisi pajak kendaraan bermotor merupakan

sumber pendapatan daerah yang terbesar, dan di sisi lainnya harapan akan

peningkatan kualitas udara,

Kebijakan persyaratan perpanjangan STNK yang harus melampirkan sertifikat

lulus uji emisi yang tidak berjalan diakibatkan peraturan yang belum

diinstruksikan ke pelaksana perpanjangan STNK, dalam hal ini Samsat.

Kualitas SDM teknisi yang agak rendah sehingga jumlah teknisi yang telah

dilatih tidak memenuhi target.

Belum maksimalnya transportasi massal yang aman, nyaman, dan tepat waktu,

sehingga masyarakat hanya mengandalkan alat transportasi yang ada sehingga,

dalam penegakan hukum terkait uji kendaraan belum dapat dilakukan karena
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banyaknya bus yang “dikandangkan” sehingga sistem transportasi masyarakat
terganggu.
Berikut petikan jawaban informan
"... habis itu sudah dengan sistem pembiayaan mandiri tadi karena kalau dengan
sampai sekarang kita masih membiayai pelatihan, penilaian bengkel itu masih
biayanya dari APBD” (informan 3)
"Sebenarnya kita punya perda tapi kita belum punya renstra, rencana strategis apa
yang mau kita lakukan kemarin jadi temuan tuh BPK, kita sudah punya UAQ, jadi
ngga kepikiran untuk membuat renstra (Informan 3)
... 'Ini juga masih ada tarik menarik karena 1. terkait dengan penghasilan atau PAD
dan yang 2. yah karena kesehatan itu, makanya nantipun bisa ditarik kesimpulan
kita pyur murni mengangkat derajatl kehidupan masyarakat atau sembari itu kita
Jjuga meningkatkan pajak, mungkin negara-negara maju bisa strik seperti itu, karena
pembiayaan pembangunannya segala macam tidak jadi masalah, kalau di jakarta
sumber pendapatan terbesar adalah dari pajak kendaraan bermotor, yah mungkin
masih ada begitu.” (Informan 2)
5.3.7. Keterpaduan Hirarki Antarlembaga
5.3.7.1. Mekanisme Koordinasi
Mekanisme koordinasi yang dilakukan adalah pertemuan rutin setiap 3 bulan
selain itu jika ada program yang harus berjalan koordinasi dijalankan sesering
mungkin. Berikut petikannya :
“koordinasinya kita ada pertemuan rutin itu setiap 3 bulan tapi di luar itu kalau
memang hal-hal yang dibutuhkan yah kita bisa jadi seminggu berapa kali kita rapat
melulu, misalnya hari ini rapat mau uji emisi trus pelatihan teknisi disambung lagi
dengan penilaian bengkel itu, tapi rutinnya tiap 3 bulanan di luar itu, insideniah”
(Informan 3)
5.3.7.2. Kendala Dalam Koordinasi
Kendala-kendaia dalam koordinasi antara lain :

1. Terjadinya pergantian pimpinan sehingga kesinambungan program agak

tersendat

Implementsi kebijakan..., Andi Alfian Zainuddin, FKM Ul, 2008



77

2. Belum adanya kesepahaman dalam pelaksanaan kebijakan
Berikut petikan jawaban informan :

" sebetulnya koordinasi itu memang harus rutin, jadi pertemuan-pertemuan itu yang
memang  sekarang agak tersendat apalagi adanya pergantian? pimpinan.
Maksudnya gini , yang seharusnya pertemuan misalnya untuk anggota AEB,
pertemuan yang seharusnya misalnya 3 bulan sekali belakangan ini tidak dilakukan
tapi uji emisi tetap dijalankan. Jadi walaupun tidak dilakukan pertemuan anggota,
setahun dua kali tetap ada kita tetap akukan untuk yang pengurusnya. Untuk wji
emisinya, kita ada hasil - hasil rapat kita sampaikan, ya seperti itu. Ya bisa jadi
karena memang banyak disinipun adanya pergantian pimpinan dan sebagainya.
Jadi setelah mendapatkan misalnya notulen ini, ...apalagi nih.... Seharusnya
memang kita ada kegiatan yang merefresh kembali seluruh anggota jadi apa sih ini,
kemungkinan hal2 yang tadi bisa jadi kan. Saya aja ini baru 1 thn, jadi orang baru
juga” (Informan 3)

"tidak ada kendala, kalaupun ada belum sepaham 100%, dari prinsip dasar ok, tapi

implementasi pelaksanaan ada pergeseran sedikit-sedikitiah” (Informan 2)
5.3.8. Pemantauwan Dan Evaluasi
5.3.8.1. Target

Indikator pelaksanaan kebijakan uji emisi kendaraan bermotor adalah
persentasi kendaraan yang memang sudah melakukan uji emisi dan target terhadap
peningkatan jumlah Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPL) sebesar 20%.

Berikut petikannya :
“Pemantauan dan evaluasi, terhadap kebijakan, sebetulnya kalo dori uji emisi
indikatornya adalah berapa persen kendaraaan yang memang sudah melakukan uji
emisi, targetnya kesitu, dinjung-ujungnya memang targeinya lebih ke peningkatan

Jjumlah indeks standar pencemaran udara, jumlah kualitas udara, ambien ya,
meningkat 20%.” (Informan 3}

5.3.8.2. Realisasi

Target Indeks Standar Pencemaran Udara sudah terlewati yang meningkat
lebih dari 20% dari tahun lalu dari 73 hari baik di tahun 2007 menjadi 104 di tahun
2008. Berikut petikannya :
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“itu sudah terlewati untuk tahun ini. Target tahun ini memang meningkat 20% dari
tahun lalu, Karena untuk ISPU sebetulnva tahun 2007 itn 73 hari, tahun 2008
sampai dengan bulan oktober kemarin data terakhir yang saya tahu itu 104, jadi
sudah, saya pikir pasti sudah terlewati” (Informan 3)

5.3.8.3. Intensitas Pemantauan Dan Evaluasi

Informan 1 menyatakan intensitas pemantauan dan evaluasi termasuk
penyerapan anggaran dilakukan sckali setahun sedangkan informan 3 melakukan
evaluasi di instansinya setiap triwulan. Berikut petikannya :
"Ada, setiap tahun, kita panggil program ini jalan ataw enggak, anggaran terserap

atau tidak” (Informan 1)

“evaluasi itu triwulan yah” (Informan 3)
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6.1.

BAB VI

PEMBAHASAN

Instrumen Kebijakan

Instrumen kebijakan yang dimaksud adalah instrumen peraturan dan

instrumen teknis dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan

terkait transportasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah banyak peraturan yang

dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta terkait Pengelolaan Kualitas ,

Udara Perkotaan, antara lain :

1.

2.

Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
Peraturan Gubernur No. 92 Tahun 2007 tentang Uji Emisi dan Perawatan
Kendaraan bermotor

Peraturan Gubernur No. 31 Tahun 2008 tentang Ambang Batas Emisi Gas
Buang Kendaraan Bermotor

Peraturan Gubernur No. 141 Tahun 2007 tentang Penggunaan Bahan Bakar Gas
Untuk Angkutan Umum dan Kendaraan Operasional Pemerintah Daerah
Instruksi Gubernur No. 93 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Hari Bebas
Kendaraan Bermotor Di Kawasan Tertentu Di Propinsi DKI Jakarta

Dasar aturan yang dibuat di atas haruslah tetap berpatokan pada :

. Peraturan Pemerintah No. 41 Tzhun 1993 tentang Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan

Bermotor di Jalan
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3. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi
4. Keputusan Menteri Perhubungan No. 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor
5. Keputusan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan
Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum
6. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri
dan Menteri Keuangan No. INS.03/M/X/1999, No. 29 Tahun 1999, Nomor
6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Di
Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor,
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor,
Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas
Beberapa peraturan di atas tidak menjadi dasar dalam pembuatan peraturan
terkait pengendalian pencemaran udara. Begitu pula dengan ketidaktahuan informan
dari instansi lain selain BPLHD tentang peraturan-peraturan yang terkait kualitas
udara, mencerminkan bahwa peraturan mengenai kualitas udara dipersepsikan hanya
berlaku untuk BPLHD. Hasil ini sama dengan yang dikemukakan oleh Bappenas
(2006) di mana peraturan yang ada disusun dipersepsikan hanya berlaku untuk

kebutuhan sektor mereka sendin, tanpa melibatkan sektor lainnya. (p.49)

6.2. Penegakan Hukum
Bappenas (2006) menyatakan bahwa ada dua prinsip dasar yang dianut
pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan, yakni pertama, command and

control atau anar dan awasi; pemerintah menetapkan peraturan-peraturan dan standar
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yang harus dipatuhi oleh industri, pemilik kendaraan ataupun kegiatan lain yang

berpotensi mencemari udara. Pemerintah akan memantau bahwa peraturan dan

standar ini dipatuhi. Kedua, self monitoring atau awasi diri sendiri; orang atau
industri yang melaksanakan kegiatan yang dapat mencemari udara diharuskan untuk
memantau emisi yang mereka keluarkan dan melaporkannya kepada instansi

pemerintah terkait. (p.53)

Berdasar pada hal tersebut di atas, peraturan terkait kualitas udara di Propinsi

DKI Jakarta telah memenuhi prinsip tersebut antara lain adanya ambang batas emisi

kendaraan bermotor dan peiaksanaan uji berkala emisi gas buang, Hasil penelitian

menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kebijakan pengelolaan kualitas udara

di Propinsi DKI Jakarta belum dilaksanakan secara sebenarnya karena dikarenakan

sistem dan koordinasi dalam penegakan hukum yang belum maksimal.

Beberapa acuan dalam penegakan hukum terkait pengelolaan kualitas udara
perkotaan khususnya yang berhubungan dengan transportasi antara lain :

1. UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 67 yang
berbunyi : Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak
memenuhi persyaratan ambang baltas emisi gas buang, atau tingkat kebisingan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp
2.000.000,- (dua juta rupiah).

2. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara
pasal 41 ayat 2 yang berbunyi : Sefiap orang yeng melanggar ketentuan dalam
pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal {7, pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20

ayat (1), pasal 22, pasal 23 ayat (1) dan (2), pasal 24 ayat (1) dan (2), pasal 26
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ayat (1) dan pasal 28 ayat (1) diancam dengan pidana kwrungan paling lama 6
{enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,- (lima puluh jula

rupiahy).

6.3. Sumber Daya Manusia

Dalam hal penyediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan
pengelolaan kualitas udara, Pemerintah DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya
dalam hal pemenuhan tenaga teknisi daiam melakukan uji emisi. Hal ini dibuktikan
dengan diadakannya pelatihan teknisi untuk menyaring teknisi yang handal dalam
melakukan uji emisi.

Van Meiter dan Van Hom yang dikutip oleh Agustino (2006) menyatakan
keberhasilan proses implementasi tergantung dari kemampuan memanfaatkan
sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam
menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari
keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang

berkualitas. (p.142)

6.4. Alokasi Sumber Dana

Jumlah anggaran yang dikelola oleh BPLHD dalam APBD Perubahan tahun
2008 sebesar Rp 39.187.798.000,- atau hanya 0,19% dari total belanja APBD.
Anggaran ini belum mencakup kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang
dialokasikan oleh dinas lainnya. Khusus untuk kegiatan pengelolaan kualitas udara
terkait transportasi sebanyak 34,8% dari total anggaran BPLHD yang mencakup

kegiatan-kegiatan terkait instrumen Perda No. 2 Tahun 2005 utamanya perawatan
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kendaraan bermotor dan hari bebas kendaraan bermotor. Dari segi penyediaan,
anggaran khusus untuk pengelolaan kualitas udara termasuk kecil bila hanya
mengandalkan APBD. Bappenas (2006) menyatakan salah satu program dalam
rencana aksi penguatan institusi dalam pengelolaan kualitas udara adalah mobilisasi
sumber pendanaan. Langkah yang perlu diambil adalah dengan menetapkan alokasi
belanja dan mengalihkan dari belanja publik menjadi belanja operasional dan/atau
pemeliharaan serta berupaya untuk menghindari ketergantungan dari APBD. (p.

102).

6.5. Peran Serta Masyarakat

Dalam hal pelaksanaan kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan,
sebagian besar informan mengharapkan peran masyarakat untuk berpartisipasi dalam
melaksanakan vji emisi kendaraan secara berkala. Hal lain yang diharapkan dalam
peran masyarakat adalah ikut mensosialisasikan kebijakan ini, melaporkan kejadian-
kejadian yang mengganggu kualitas udara.

Dalam Peraturan Dserah No. 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian
Pencemaran Udara pasal 32, 33, 34 dan 35 menjelaskan beberapa peran masyarakat
dalam hal kesempatan dalam pengelolaan kualitas wdara, hak untuk mengajukan
gugatan serta pembinaan dalam pengelolaan kualitas udara. Lebih jelasnya termuat
dalam pasal sebagai berikut :

Pasal 32 :

1. Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya dalam

pengelolaan kualitas udara.
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Pelaksanaan ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan dengan

cara:
a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
b. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;

¢. Menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan

sosial;
d. memberikan saran, pendapat, dan apresiasi;

e. Menyampaikan informasi dan menyampaikan laporan.

Pasal 33 :

L

Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke Pengadilan dan/otau
melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah pencemaran udara
yang merugikan perikehidupan masyarakat.

Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran udara
sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat,
maka Gubernur dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan kualitas udara sesuai
dengan pola kemitraam, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan

gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi udara.

Tata cara pelaksanaan hak gugatan dan/atau pelaporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (3) berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku.
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Pasal 34 :

1. Pemerintah Daerah bekerja sama dengan masyarakat melakukan pembinaan
dan pendampingan terhadap orang atau Badan yang kegiatan usahanya

berpotensi menimbulkan pencemaran udara.

2. Pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

dari:

a. Melakukan sosialisasi kebijakan pencegahan, penanggulangan pencemaran

udara dan pendampingan dalam upaya pemulihan mutu udara;
b. Melakukan pendidikan dan pelatihan pengendalian pencemaran udar.;:;

3. Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan

Peraturan Gubernur.

Pasal 35

1. Pembinaan pengendalian pencemaran udara dapat dilakukan melalui
pemberian insentif bagi pelaku usaha dan atau kegiatan yang menaati peraturan

pengendalian pencemaran udara.

2. Insentif sebagaimana disebut pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur.

Peran serta masyarakat dalam kebijakan ini masih sangat rendah yaitu hanya
sekitar 10% yang melaksanakan uji emisi kendaraan dikarenakan penegakan hukum
utamanya syarat dalam perpanjangan STNK yang belum beriaku. Persyaratan hasil
uji emisi dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor termuat dalam Peraturan

Daerzah No. 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara Pasal 19 ayat 5
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yang berbunyt : Hasil wji emisi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada
ayat (3} merupakan bagian dari persyaratan pembayaran pajak kendaraan
bermotor.

Grindle yang dikutip oleh Agustino (2006) menyatakan orang akan sangat
terpaksa mengimplementasikan suatu kebijakan karena ia takut terkena sanksi
hukuman, misalnya : denda, kurungan, dan sanksi-sanksi lainnya. Karena itu, salah
satu strategi yang digunakan oleh aparat pemerintah adalah dengan adanya sanksi

hukum. (p.158)

6.6. Tata Laksana Kebijakan

Pembagian tugas dalam pelaksanaan kebijakan telah berjalan, walaupun
hanya segelintir instansi yang melaksanakan secara penuh. Olehnya itu, hal ini tetap
tidak maksimal karena hanya sekitar 10% masyarakat yang melakukan uji emisi.
Kendala yang paling utama adalah belum adanya rencana strategis dalam
pelaksanaan kebijakan,

Bryson (2004) mengemukakan pentingnya rencana strategis di mana
merupakan salah satu disiplin yang mendorong adanya keputusan dan aksi yang
membentuk dan mengarahkan organisasi apa yang harus dilakukan dan mengapa
dilakukan.(p.6). Olehnya itu, dalam pelaksanaan kebijakan pengelclaan kualitas
udara perkotaan ini masih belum maksimal karena target-target kegiatan maupun
waktu tidak dapat dijabarkan.

Selain itu, berbagai kendala dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan

kualitas udara perkotaan terkait transportasi di Propinsi DK] Jakarta, antara }ain :

Implementsi kebijakan..., Andi Alfian Zainuddin, FKM Ul, 2008



87

1. Sikap dan perilaku masyarakat yang belum mendukung terlaksananya kebijakan
pengelolaan kualitas udara

2. Sarana prasarana pendukung yang belum memadai, antara lain :

a. Ketidakseimbangan demand dan supply dari BBG sehingga menghambat
pelaksanaan kebijakan penggunaan BBG.

b. Alat uji emisi yang belum bisa mengcover keseluruhan dari jumlah
kendaraan

c. Status kepemiltkan alat pemantau kualitas yang masih dipegang oleh
Kementerian Lingkungan Hidup sehingga anggaran pemeliharaan tidak
dapat dibebankan ke APBD, padahal I dari 5 alat pemantau kualitas udara
sudah tidak bisa digunakan.

3. Sistem pembiayaan mandiri yang belum terlaksana karena masih dalam proses
pembahasan, sehingga masth dibiayai oleh APBD.

4. Belum berjalannya sistem data dan informasi online dikarenakan pembahasan
mengenai hal tersebut yang belum selesai.

5. Masih rendahnya komitmen dari pelaksana kebijakan dalam mengupayakan
pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan yang telah digariskan dalam
instrumen-instrumen kebijakan.

6. Adanya tarikan kepentingan di satu sisi pajak kendaraan bermotor merupakan
sumber pendapatan daerah yang terbesar, dan di sisi lainnya harapan akan
peningkatan kualitas udara.

7. Kebijakan persyaratan perpanjangan STNK yang harus melampirkan sertifikat
luius uji emisi yang tidak berjalan diakibatkan peraturan yang belum

diinstruksikan ke pelaksana perpanjangan STNK, dalam hal ini Samsat.
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8. Kualitas SDM teknisi yang agak rendah sehingga jumlah teknisi yang telah
dilatih tidak memenubhi target.

9. Belum maksimainya transportasi massal yang aman, nyaman, dan tepat waktu,
sehingga masyarakat hanya mengandalkan alat transportasi yang ada sehingga,
dalam penegakan hukum terkait uji kendaraan belum dapat dilakukan karena
banyaknya bus yang “dikandangkan” sehingga sistem transportasi masyarakat
terganggu.

10. Adanya instansi yang belum terlibat secara penuh dalam kebijakan dikarenakan

hambatan dari tupoksi yang dipunyai.

6.7. Keterpaduan Hirarki Astarlembaga

Instansi-instansi yang berperan dalam kebijakan pengelolaan kualitas udara
perkotaan terkait transportasi antara lain BPLHD sebagai koordinator, Dinas
Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bappeda, Biro Hukum, Biro
Administrasi Sarana Perkotaan (ASP), Biro Perckonomian, Kantor Pengelola
Teknologi Informasi (KPTI), Polda Metro Jaya, LSM dan Dunia Usaha.

Dalam pelaksanaan koordinasi kebijakan pengelolaan kualitas udara
perkotaan terkait transportasi di Propinsi DKI Jakarta rutin dilakukan pertemuan tiap
3 bulan. Akan tetapi, menemui kendala akibat pergantian pimpinan sehingga
kesinambungan program agak tersendat. Koordinasi dengan kepolisian yang juga
masih dalam tahap pembahasan dikarenakan belum adanya kescpahaman yang
berkenaan dengan pajak kendaraan bermotor serta sistem online data dan informasi

melalui KPTI (Kantor Pengelola Teknologi Informasi).
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6.8. Pemantauan Dan Evaluasi

Model pemantanan dan evaluasi yang terintegrasi belum dilaksanakan secara
maksimal dikarenakan rencana strategis yang belum ada dan hanya mengandalkan
dari proposal anggaran yang dibuat. Pada dasarnya, kebijakan dilakukan pemantauan
dan evaluasi dengan tujuan :
1. Memberi informasi yang valid tentang kinerja kebijakan
2. Menilai kepastian tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi
3. Memberikan sumbangan bagi kebijakan lain terutama dalam metodologi

(Agustino 2006, p.186)

6.9. Skema Manajemen Terintegrasi Dalam Pengelolaan Kualitas Udara
Perkotaan Terkait Transportasi
Achmadi (2008) menyatakan bahwa faktor komponen lingkungan seringkali
memiliki potensi yang besar dalam menimbulkan penyakit begitu pula dengan
perilaku penduduk sehingga dapat dikatakan gangguan kesehatan merupakan
resultan dari hubungan interaktif antara lingkungan dan variabel kependudukan.
Olehnya itu model manajemen dalam paradigma kesehatan lingkungan adalah

sebagai berikut :
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Gambar 6.1. Model Paradigma Kesehatan Lingkungan

Manajemen
X
Sumber .| Udara Variabel
Penyakit | | Air | Kependudukan
- 1 Pangan y
| Serangga
| Langsung/ manusia

Variabel-variabel berpengaruh lainnya

Sumber : Achmadi 2008, Manajemen Penyakit Berbasis Wilayah, p.39

Dalam pengelolaan kualitas udara perkotaan terkait transportasi, dapat juga
digambarkan model paradigma pengelolaan yang merupakan program bersifat
multisektoral, bukan hanya melihat dari sudut pandang kuvalitas udara serta sumber

1 pencemar, akan tetapi juga manajemen terhadap dampak yang ditimbulkan akibat

pencemaran udara. Untuk lebih jelasnya terlihat pada gambar sebagai berikut :
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Gambar 6.2. Model Paradigma Pengelolaan Kualitas Udara Perkotaan Terkait

Transportasi
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Manajemen Terintegrasi dalam Pengelolaan Kualitas Udara Perkotaan Terkait Transportasi

Perda 2/20035,
Pergub 92/2007, Perda 2/2005
Pergub 1412007, Pergub 3512001
Pergub 31/2008,
InGiub 9372007
Pencemardari | _} Kualitas Udara Variabel Kcjadian Penyakit
| Emisi Ambien Kependudukan : 1 - Shortterm
| Kendaraan -  Kepadatan £xposure
Bermotor : ™N-B Penduduk gaAngguan
1 €O, BC, 50x, - - Kadar zat pemafasan akut
| NOx, PMyy, ~ . pencemar - Longterm .
Pb, O, dalam darah EXPOSUTE © peny.
-  Sikaspdan kardiopulmonal
-~ . Perilaku dan penyakit
O - paru kronik
ot PR - Lainnya:
13 anemia akibat
- Pb, iritasi mata,
diL
1 - TN
. : 1 f.. ;
Variabel-varigbel berpenganih lainnya :
Komitmen politis, peran serta masyarakat, penegakan hukum

Achmadi (2008) menyatakan bahwa perlunya ada integrasi antara

pengendalian faktor risiko penyakit baik faktor risiko berupa variabel kependudukan

maupun faktor risiko lingkungan yang memiliki potensi bahaya penyakit, dengan

manajemen kasus atau penderita atau sumber penyakitnya. Kegiatan dalam program

dilakukan secara terpadu sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan mapupn

monitoring pelaksanaannya. Hal yang sama juga berlaku dalam pengelolaan kualitas

udara perkotaan terkait transportasi, di mana perlunya ada penyelarasan antara
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program yang satu dengan program yang lainnnya untuk mendukung terwujudnya
output program. (p.55)
Manajemen simpul 1

Sumber penyakit yang berkaitan dengan kualitas udara adalah berbagai bahan
pencemar dari emisi kendaraan bermotor berupa CO, HC, SOx, NOx, PM,q, Pb, dan
;. Manajemen yang dilakukan pada simpul 1 ini adalah pengendalian sumber-
sumber pencemar dengan pengembangan sarana transportasi yang lebih bervariasi
serta aman, nyamarn, terjangkau dan tepat waktu seperti penggunaan transportasi air,
penggunaan bus-bus berkelompok yaitu bus karyawan, pegawai, dan anak sekolah,
upaya penggunaan bahan bakar alternatif yang mempunyai emisi rendah, adanya
pembatasan jumlah dan usia kendaraaan, pemungutan pajak terbalik di mana
semakin lama usia kendaraan semakin besar pula pajaknya, serta diperketatnya
penegakan hukum terkait uji emisi.

Instansi-instansi yang diharapkan berperan dalam simpul 1 antara lain
BPLHD yang terkait dengan penctapan baku mutn emisi kendaraan, Dinas
Perhubungan yang berhubungan dengan ftransportasi, Dinas Kebersihan terkait
dengan upaya kebersihan kanal-kanal di Jakarta untuk digunakan oleh sarana
transportasi air, Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait dengan supply bahan
bakar alternatif serta pembatasan jumiah kendaraan, Polda Metro Jaya berkaitan
dalam penegakan hukum dan Dinas Pendapatan Daerah yang berhubungan dengan
pajak kendaraan bermotor.

Managjemen simpul 2
Manajemen pada simpul 2 terkait dengan pengendalian pada wahana

transmisi melalui penyehatan udara perkotaan dengan penetapan baku mutu udara
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ambien, pemantavan kualitas udara periodik dan menyeluruh, memperbanyak
pepohonan, memperbanyak air mancur, telaga dan sebagainya.

Instansi yang berperan adalah BPLHD yang terkait dalam hal penetapan baku
mutu udara dan pemantavan kualitas udara, Dinas Pertanian dan Kehutanan dalam
hal penanaman pohon, Dinas Pertamanan yang berhubungan dengan perluasan
taman-taman kota berupa air mancur dan lain-lain, serta Dinas Tata Kota yang
berkaitan dengan tata ruang wilayah yang akan digunakan sebagai ruang terbuka
hijau.

Manajemen simpul 3

Manajemen pada simpul 3 merupakan sederet upaya untuk mencegah agar
penduduk tidak melakukan kontak dengan sumber pencemar yang ditransmisikan
melalui udara. Upaya-upaya tersebut antara lain pembatasan laju urbanisasi dan
menggalakkan fransmigrasi, penggunaan aiat pelindung diri berupa masker,
pemeriksaan kadar bahan pencemar dalam tubuh individu, promosi kesehatan dan
perbaikan perilaku hidup sehat seperti digalakkannya makan makanan ataupun
suplemen makanan yang banyak mengandung antioksidan, menggalakkan penelitian
yang terkait risiko pajanan sumber pencemar dengan prediksi bahaya penyakit dan
nsaha pencegahannya.

Instansi-instansi yang berperan antara lain Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait dengan upaya manajemen
jumlah penduduk, serta Dinas Kesehatan dalam hal promosi kesehatan, proteksi

penyakit dan surveilans risiko penyakit.
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Manajemen simpul 4

Upaya yang dilakukan pada simpul 4 adalah dengan menggunakan dukungan
teknik diagnostik terutama penyakit pernafasan dan kardiovaskuler dengan
menggunakan metode kuesioner yang telah terstandar serta pengobatan yang tepat
bagi individu yang telah sakit. Selain itu, surveilans penyakit dan kematian akibat
gangguan pernafasan dan penyakit lainnya yang terkait penurunan kualitas udara
terus dilakukan termasuk penelitian-penelitian operasional sebagai dasar
pengambilan kebijakan untuk menurunkan risiko penyakit. Instansi yang berperan
adalah Dinas Kesehatan dengan bekerja sama dengan institusi pendidikan kesehatan.
Variabel Lain yang Berpengaruh

Variabel yang paling berperan dalam kebijakan ini adalah komitmen di antara
instansi-instansi dalam pengelolaan kualitas udara perkotaan terkait transportasi.
Selain itu, penegakan hukum dan peran serta masyarakat juga memiliki cukup
pengaruh dalam implementasi kebijakan ini. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain
pengalihan sumber pendapatan utamanya pajak kendaraan bermotor ke alternatif
sumber pendapatan lainnya, penguatan kapasitas dalam penegakan hukum serta

model peran serta masyarakat seperti insentif maupun disinsentif.
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7.1.

BAB Vil

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpuian

1.

Peraturan dan Instrumen Teknis Kebijakan Pengelolaan Kualitas Udara
Perkotaan Terkait Transportasi di Propinsi DK Jakarta adalah Peraturan
Daerah No. 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara,
Peraturan Gubernur No. 92 Tahun 2007 tentang Uji Emisi dan Perawatan
Kendaraan bermotor, Peraturan Gubernur No. 31 Tahun 2008 tentang
Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor, Peraturan
Gubernur No. 141 Tahun 2007 tentang Penggunaan Bahan Bakar Gas
Untuk Angkutan Umum dan Kendaraan Operasional Pemerintah Daerah,
Instruksi Gubernur No. 93 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Hari Bebas
Kendaraan Bermotor Di Kawasan Tertentu Di Propinsi DKI Jakarta.
Ketidaktahuan instansi lain selain BPLHD tentang peraturan-peraturan
yvang terkait kualitas udara, mencerminkan bahwa peraturan mengenai
kualitas udara dipersepsikan hanya berlaku untuk BPLHD.

Penegakan hukum dalam kebijakan pengelolaan kualitas udara di
Propinsi DKI Jakarta belum dilaksanakan secara sebenamya karena
dikarepakan sistem dan koordinasi dalam penegakan hukum yang belum
maksimal.

Dalam hal penyediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan

kebijakan pengelolaan kualitas udara, Pemerintah DKI Jakarta telah
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melakukan berbagai upaya dalam hal pemenuhan tenaga teknisi dalam
melakukan uji emisi. Hal ini dibuktikan dengan diadakannya pelatihan
teknisi untuk menyaring teknisi yang handal dalam melakukan uji emisi,
walaupun belum mencapai target.

5. Jumlah anggaran yang disediakan oleh Pemda masih kecil dalam
pengelolaan kualitas udara perkotaan.

6. Peran masyarakat yang diharapkan untuk berpactisipasi dalam
melaksanakan uji emist kendaraan secara berkala. Hal lain yang
diharapkan dalam peran masyarakat adalah ikut mensosialisasikan
kebijakan ini, melaporkan kejadian-kejadian yang mengganggn kualitas
udara

7. Masih banyak kendala dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan kualitas
udara perkotaan terkait transportasi di Propinsi DKI Jakarta.

8. Instansi-instansi yang berperan dalam kebijakan pengelolaan kualitas
udara perkotaan terkait transportasi antara lain BPLHD sebagai
koordinator, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan,
Bappeda, Biro Hukum, Biro Administrasi Sarana Perkotaan (ASP), Biro
Perckonomian, Kantor Pengelola Teknologi Informasi (KPTI), Polda
Metro Jaya, LSM dan Dunia Usaha.

9. Model pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi belum dilaksanakan
secara maksimal dikarenakan rencana strategis yang belum ada dan

hanya mengandalkan dari proposal anggaran yang dibuat.
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7.2.  Saran

i. Bagi Pemerintah Daerah dan DPRD, untuk Peraturan yang dibuat
sebaiknya dilakukan bersama oleh instansi yang terkait sehingga
peraturan yang mendasari suatu instansi dapat digunakan sebagai acuan.

2. Bagi Pemerintah Daerah, perlunya peninjauan ulang tupoksi dari instansi
yang berkenaan dengan kebijakan knalitas udara serta periunya pelibatan
Dinas Keschatan dalam mengantisipasi risiko penyakit berkenaan dengan
pencemaran udara.

3. Bagi BPLHD sebagai koordinator perlunya dibuat Rencana Strategis
yang melibatkan seluruh instansi terkait serta perlunya dilakukan upaya
yang terus menerus dalam mobilisasi sumber pendanaan program melalui
sistem pembiayaan mandiri maupun alternatif sumber dana lainnya..

4. Bagi Dinas Perhubungan, perlunya dilakukan upaya yang terus-menerus
dalam pengadaan alat transportasi massal yang aman, nyaman dan murah
serta pengendalian emisi kendaraan umum.

5. Bagi Dinas Pendapatan Daerah, perlunya dipikirkan alternatif sumber
pendapatan selain pajak kendaraan bermotor.

6. Bagi Dinas Kesehatan, perlu dilakukan upaya-upaya dalam
mengantisipasi dampak kesehatan terkait pencemaran udara.

7. Bagi Kepolisian, kerjasama dengan instansi-instansi daerah dalam hal
penegakan hukum terhadap peraturan terkait pencemaran udara terus

ditingkatkan.
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Instansi/ Dinas : DPRD PROPINSI DKIJAKARTA

Alamat

Telp./ HP

Waktu

Latar Belakang Responden

Nama Responden

Usia Responden : Jenis Kelamin: L / P

Pendidikan terakhir

Jabatan dalam kantor :

Lamanya bekerja

Selamat Pagil/ Siang/ Sore

Saya Andi Alfian Zainuddin, saat ini saya sedang menyusun tugas akhir dalam rangka
penyelesaian studi pada Program Pasca Sarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Indonesia — Peminatan Kebijakan Kesehatan, berikut topik tugas akhir
yang sedang saya lakukan adalah mengenai Analisis Implementasi Kebijakan
Pengelolaan Kualitas Udara Perkotaan Terkait Transportasi di Propinsi DKI
Jakarta Tahun 2008

Untuk itu, saya mohon kesediaan bapak/ ibu unfuk membantu memberikan informasi
sehubungan dengan penyusunan tugas akhir ini. Untuk kenyamanan bapakfibu semua
data yang terkumpul hanya digunakan untuk keperluan pendidikan saja Demikian,

terima kasih atas bantuannya.

[ DAFTAR PERTANYAAN |

1. Peraturan terkait

a. Apakah bapak/ibu mengetahui peraturan apa saja yang terkait dengan
pencemaran udara terkait transportasi di Propinsi DKI Jakarta? (Probing : Jika
tahu, sebutkan !)

b. Bagaimana bentuk peraturan tersebut ?

¢. Menurut bapak/ ibu bagaimana pengaruh peraturan tersebut terhadap
pengelolaan kualitas udara di DKI Jakarta ?

(Mohon dokumen tentang peraturan terkait)

2. Instrumen teknis

a. Apakah bapak/ibu mengetahui instrumen teknis dalam pengelolaan kualitas
udara di DK Jakarta ? (Probing : Jika tahu, sebutkan !)
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b.
c.

Menurut bapak/ ibu, bagaimana instrumen teknis itu dilakukan?
Bagaimana penegakan hukum dalam pengelolaan kualitas udara di DKI
Jakarta ?

{Mohon dokumen tentang instrumen teknis)

a.

b.

Sikap dan Peran SDM

Siapa saja yang terlibat dalam pengeloiaan kualitas udara di Propinsi DKI
Jakarta ?

Bagaimana gambaran SDM dalam pengelolaan kualitas udara di Propinsi DKI
Jakarta ?

(Mohon dokumen tentang keadaan SDM yang berperan)

o e

ao

Sikap dan Peran Serta Masyarakat
Bagaimana sikap peran dan serta masyarakat yang bapak/ ibu harapkan ?
Bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat ?

Alokasi sumber dana

Berapa anggaran pemetintah yang disediakan untuk pengelolaan kualitas
udara di DK1 Jakarta tahun 2008 ?

Bagaimana meckanisme penganggarannya ?

Bagaimana penyerapannya ?

Bagaimana mengenai kecukupan anggaran untuk pengelofaan kualitas ndara di
DKI Jakarta 7

(Mohon dokumen tentang rencana dan realisasi anggaran terkait ini)

a.

b.
c.

Tata laksana kebijakan

Bagaimana pelaksanaan kebijakan pengelolaan kualitas udara di Propinsi DKI
Jakarta ?

Apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan kualitas
udara di Propinsi DKI Jakarta ?

Keterpaduan hirarki antarlembaga pelaksana

Bagaimana pengorganisasian lembaga pelaksana di DKI Jakarta mengenai
implementasi kebijakan ini ?

Bagaimana koordinasi antarlembaga pelaksana kebijakan ini ?

Apa kendala dafam hubungan antarlembaga pelaksana kebijakan ini ?

Pemantauan dan evaluasi

Apakah ada pemantauan dan evaluasi dalam kebijakan ini ? (Probing : Jika
ada, bagaimana ?)

Apakah ada tim yang melaksanakan pemantauan dan evaluasi 7

Kapan dilakukannya 7

(Mohon dokumen hasi! pemantauan dan evaluasi 2007/2008)

Pelaksanaan Wawancara Informan
Hari/ Tanggal :
Tempat

Jam : mulai ......... sid ...
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Instansi/ Dinas : BIRO HUKUM PROPINSI DKI JAKARTA

Alamat

Telp./ HP

Waktu

Latar Belakang Responden

Nama Responden

Usia Responden i Jenis Kelamin: L / P

Pendidikan terakhir

Jabatan dalam kantor :

Lamanya bekerja

Selamat Pagi/ Siang/ Sore

Saya Andi Alfian Zainuddin, saat ini saya sedang menyusun tugas akhir dalam rangka
penyelesaian studi pada Program Pasca Sarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Indonesia — Peminatan Kebijakan Kesehatan, berikut topik tugas akhir
yvang sedang saya lakukan adalah mengenai Analisis Implementasi Kebijakan
Pengelolaan Kualitas Udara Perkotaan Terkait Transportasi di Propinsi DKI
Jakarta Tahun 2008

Untuk itu, saya mohon kesediaan bapak/ ibu untuk membantu memberikan informasi
sehubungan dengan penyusunan tugas akhir ini. Untuk kenyamanan bapak/ibu, semua
data yang terkumpul hanya digunakan untuk keperluan pendidikan saja. Demikian,
terima kasih atas bantuannya.

I DAFTAR PERTANYAAN ]

1. Peraturan terkait

a. Apakah bapak/ibu mengetahui peraturan apa saja yang terkait dengan
pencemaran udara terkait transportasi di Propinsi DKI Jakarta? (Probing : Jika
tahu, sebutkan f)

b. Bagaimana bentuk peraturan tersebut ?

¢. Menurut bapak/ ibu bagaimana pengaruh peraturan tersebut terhadap
pengelolaan kualitas udara di DKI Jakarta ?

(Mohon dokumen tentang peraturan terkait)

2. Instrumen tekais

a. Apakah bapak/ibu mengetahui instrumen teknis dalam pengelolaan kualitas
udara di DKI Jakarta ? (Probing : Jika tahu, sebutkan /)
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b. Menurut bapak/ ibu, bagaimana instrumen teknis itu dilakukan?

¢. Bagaimana pencgakan hukum dalam pengelolaan kualitas udara di DKI
Jakarta ?

{Mohon dokumen tentang instrumen teknis)

. Sikap dan Peran SDM

a. Siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan kualitas udara di Propinsi DKI
Jakarta ?

b. Bagaimana gambaran SDM dalam pengelolaan kualitas udara di Propinsi DKI
Jakarta ?

(Mohon dokumen tentang keadaan SDM yang berperan)

. Sikap dan Peran Serta Masyarakat
a. Bagaimana sikap peran dan serta masyarakat yang bapak/ ibu harapkan ?
b. Bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat ?

. Alokasi sumber dana

a. Berapa anggaran pemerintah yang disediakan untuk pengelolaan kualitas
ndara di DKI Jakarta tahun 2008 ?

b. Bagaimana mekanisme penganggarannya ?

c. Bagaimana penyerapannya ?

d. Bagaimana mengenai kecukupan anggaran untuk pengelolaan kualitas udara di
DKI Jakarta ?

(Mohon dokumen tentang rencana dan realisasi anggaran terkait ini)

. Tata laksang kebijakan

a. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pengelolaan kualitas udara di Propinsi DKI
Jakarta ?

b. Apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan kualitas
udara di Propinsi DKI Jakarta ?

. Keterpaduan hirarki antarlembaga pelaksana _

a. Bagaimana pengorganisasian lembaga pelaksana di DKI Jakarta mengenai
implementasi kebijakan ini ?

b. Bagaimana koordinasi antarlembaga pelaksana kebijakan ini ?

c. Apa kendala dalam hubungan antarlembaga pelaksana kebijakan ini ?

. Pemantauvan dan evaluasi

a. Apakah ada pemantavan dan evaluasi dalam kebijakan ini ? (Probing : Jika
ada, bagaimana ?)

b. Apakah ada tim yang melaksanakan pemantauan dan evaluasi ?

¢. Kapan dilakukannya ?

(Mohon dokumen hasil pemantauan dan evaluasi 2007/2008)

Pelaksapaan Wawancara Informan
Hari/ Tanggal :
Tempat
Jam oMU s S s e
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Instansi/ Dinas ; BPLHID PROPINSI DKI JAKARTA

Alamat

Telp./ HP

Waktu

Latar Belakang Responden

Nama Responden

Usia Responden 4 Jenis Kelamin: L / P

Pendidikan terakhir

Jabatan dalam kantor :

Lamanya bekerja

Selamat Pagi/ Siang/ Sore

Saya Andi Alfian Zainuddin, saat ini saya sedang menyusun tugas akhir dalam rangka
penyelesaian studi pada Program Pasca Sarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Indonesia — Peminatan Kebijakan Kesehatan, berikut topik tgas akhir
yang sedang saya lakukan adalah mengenai Analisis Implementasi Kebijakan
Pengelolaan Kualitas Udara Perkotaan Terkait Transportasi di Propinsi DKI
Jakarta Tahun 2008

Untuk itu, saya mohon kesediaan bapak/ ibu untuk membantu memberikan informasi
sehubungan dengan penyusunan tugas akhir ini. Untuk kenyamanan bapak/ibu, semua
data yang terkumpul hanya digunakan untuk keperluan pendidikan saja. Demikian,
terima kasih atas bantuannya.

N DAFTAR PERTANYAAN ]

1. Peraturan terkait

a. Apakah bapak/ibu mengetahui peraturan apa saja yang terkait dengan
pencemaran udara terkait transportasi di Propinsi DK Jakarta? (Probing : Jika
tahu, sebutkan 1)

b. Bagaimana bentuk peraturan tersebut ?

¢. Menurut bapak/ ibu bagaimana pengarub peraturan tersebut terhadap
pengelolaan kualitas udara di DKI Jakarta ?

(Mohon dokurnen mengenai peraturan terkait)

2. Instrumen teknis

a. Apakah bapak/ibu mengetahui instrumen teknis dalam pengelolaan kualitas
udara di DKI Jakarta ? (Probing : Jika tahu, sebutkan )

b. Menurut bapak/ ibu, bagaimana instrumen teknis itu dilakukan?
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c. Bagaimana penegakan hukum dalam pengelolaan kualitas udara di DKI
Jakarta ?
(Mohon dokumen tentang instrumen teknis di instansi bapak/ibu)

. Sikap dan Peran SDM
a. Siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan kualitas udara di instanst bapak/ibu
9 :

b. Bagaimana gambaran SDM dalam pengelolaan kualitas udara di instansi
bapak/ibu ?

(Mohon dokumen tentang keadaan SDM di instansi bapak/ ibu)

. Sikap dan Peran Serta Masyarakat

a. Bagaimana sikap peran dan serta masyarakat yang bapak/ ibu harapkan ?

b. Bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat ?

. Alokasi sumber dana

a. Berapa anggaran pemerintah yang disediakan untuk pengelolaan kualitas
udara di DKI Jakarta tahun 2008 ?

b. Bagaimana mekanisme penganggarannya ?

c. Bagaimana penyerapannya di instansi bapak/ibu ?

d. Bapaimana mengenai kecukupan anggaran untuk pengelolaan kualitas udara di
DKI Jakarta di instansi bapak/ibu?

(Mohon dokumen tentang rencana dan realisasi anggaran di instansi bapak/ibu)

. Tata laksana kebijakan

a. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pengelolaan kualitas udara di Propinsi DKI
Jakarta di instansi bapak/ibu ?

b. Apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan kualitas
udara di Propinsi DKI Jakarta ?

. Keterpaduan hirarki antarlembaga pelaksana

a. Bagaimana pengorganisasian lembaga pelaksana di DKI Jakarta mengenai
implementasi kebijakan ini ?

b. Bagaimana peran instansi bapak/ ibu ?

c. Bagaimana koordinasi antarlembaga pelaksana kebijakan inj ?

d.  Apa kendala dalam hubungan antarlembaga pelaksana kebijakan ini ?

. Pemantauan dan evaluasi

a. Apakah ada pemantanan dan evaluasi dalam kebijakan ini ? (Probing : Jika
ada, bagaimana ?)

b. Apakah ada tim yang melaksanakan pemantauan dan evaluasi ?

¢. Kapan dilakukannya ?

(Mohon dokumen tentang pemantanan dan evaluasi 2007/2008 di instansi

bapak/ibu)

Pelaksanaan Wawancara Informan
Hari/ Tanggal :
Tempat

Jam : mulai s/d
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No. Sampel |

Instansy/ Dinas : DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI DKIJAKARTA

Alamat

Telp./HP

Waktu

Latar Belakang Responden

Nama Responden

Usia Responden : Jenis Kelamin: L / P

Pendidikan terakhir

Jabatan dalam kantor :

Lamanya bekerja

Selamat Pagi/ Siang/ Sore

Saya Andi Alfian Zainuddin, saat ini saya sedang menyusun tugas akhir dalam rangka
penyelesatan studi pada Program Pasca Sarjana Fakultas Kesechatan Masyarakat
Universitas Indonesia — Peminatan Kebijakan Kesehatan, berikut topik tugas zkhir
yang sedang saya lakukan adalah mengenai Analisis Implementasi Kebijakan
Pengelolaan Kualitas Udara Perkotaan Terkait Transportasi di Propinsi DKI
Jakarta Tahun 2008

Untuk itu, saya mohon kesediaan bapak/ ibu untuk membantu memberikan informasi
sehubungan dengan penyusunan tugas akhir ini. Untuk kenyamanan bapak/ibu, semua
data yang terkumpul hanya digunakan untuk keperluan pendidikan saja. Demikian,
terima kasih atas bantuannya.

| DAFTAR PERTANYAAN ]

1. Peraturan terkait
a. Apakah bapak/ibu mengetahui peraturan apa saja yang terkait dengan
pencemaran udara terkait transportasi di Propinsi DKI Jakarta? (Probing : Jika
tahu, sebutkan 1)
b. Bagaimana bentuk peraturan tersebut ?
¢. Menurut bapak/ ibu bagaimana pengaruh peraturan tersebut terhadap
pengelolaan kualitas udara di DKI Jakarta ?
2. Instrumen teknis
a. Apakah bapak/ibu mengetahui instrumen teknis dalam pengelolaan kualitas
udara di DKI Jakarta ? (Probing : Jika tahu, sebutkan )
b. Menurut bapak/ ibu, bagaimana instrumen teknis itu dilakukan di instansi
bapak/ibu?
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{(Mohon dokumen tentang instrumen teknis di instansi bapak/ibu}

Sikap dan Peran SDM

a. Siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan kualitas udara di instansi bapak/ibu
?

b. Bagaimana gambaran SDM dalam pengelolaan kualitas udara di instansi
bapak/ibu ?

{Mohon dokumen tentang SDM di instansi bapak/ibu)

Alokasi sumber dana

a. Berapa anggaran pemerintah yang disediakan untuk pengelolaan kualitas
udara di DK Jakarta tahun 2008 ?

b. Bagaimana mekanisme penganggarannya ?

¢. Bagaimana penyverapannya di instansi bapak/ibu?

d. Bagaimana mengenai kecukupan anggaran untuk pengelolaan kualitas udara di
DKI Jakarta ?

{Mohon dokumen tentang rencana dan realisasi anggaran di instansi bapak/ibu)

Sikap dan Peran Serta Masyarakat

a. Bagaimana sikap peran dan serta masyarakat yang bapak/ ibu harapkan ?

b. Bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat ?

Tata laksana kebijakan

a. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pengelolaan kualitas udara di Propinsi DK1
Jakarta ?

b. Apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan kualitas
udara di Propinsi DKI Jakarta ?

Keterpaduan hirarki antarlembaga pelaksana

a. Bagaimana pengorganisasian lembaga pelaksana di DKI Jakarta mengenai
implementasi kebijakan ini ?

b. Bagaimana peran instansi bapak/ ibu?

¢. Bagaimana koordinasi antarlembaga pelaksana kebijakan ini ?

d. Apa kendala dalam hubunrgan antariembaga pelaksana kebijakan ini ?

Pemantauan dan evaluasi

a. Apakah ada pemantauan dan evaluasi dalam kebijakan ini 7 (Probing . Jika
ada, bagaimana ?)

b. Apakah ada tim yang melaksanakan pemantauan dan evaluasi ?

c. Kapan dilakukannya ?7

{(Mohon dokumen tentang pemantauan dan evaluasi di instansi bapak/ibu)

Pelaksanaan Wawancara Informan
Hari/ Tanggal :
Tempat

Jam : mulai ......... B cocveects e vesesrasreriaasassssnerarasanan
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Instansi/ Dinas : DINAS KESEHATAN PROPINSI DKI JAKARTA

Alamat

Telp./ HP

Waktu

Latar Belakang Responden

Nama Responden

Usia Responden g Jenis Kelamin: L / P
Pendidikan terakhir

Jabatan dalam kantor :

Lamanya bekerja

Selamat Pagi/ Siang/ Sore

Saya Andi Alfian Zainuddin, saat ini saya sedang menyusun tugas akhir dalam rangka
penyelesaian studi pada Program Pasca Sarjana Fakuitas Kesechatan Masyarakat
Universitas Indonesia — Peminatan Kebijakan Kesehatan, berikut topik tugas akhir
yang sedang saya lakukan adalah mengenai Analisis Implementasi Kebijakan

Pengeloloan Kualitas Udara Perkotaan Terkait Transporiasi di Propinsi DKI
Jakarta Tahun 2008

Untuk itu, saya mohon kesediaan bapak/ ibu untuk membantue memberikan informasi
sehubungan dengan penyusunan tugas akhir ini. Untuk kenyamanan bapak/ibu, semua

data yang terkuvmpul hanya digunakan untuk keperluan pendidikan saja. Demikian,
terima kasih atas bantyannya.

[ DAFTAR PERTANYAAN ]

1. Masalah kesehatan

Bagaimana tingkat mortalitas dan morbiditas penyakit terkait pencernaran udara ?
(Mohon dokumen tentang tingkat mortalitas dan morbiditas)
2. Peraturan terkait
a. Apakah bapak/ibu mengetahui peraturan apa saja yang terkait dengan

pencemaran udara terkait transportasi di Propinsi DKI Jakarta? (Probing : Jika
tahu, sebutkan 1)

b. Bagaimana bentuk peraturan tersebut ?

¢. Menurut bapak/ ibu bagaimana pengaruh peraturan tersebut terhadap
pengelolaan kualitas udara di DK1 Jakarta ?
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Instrumen teknis

a. Apakah bapak/ibu mengetahui instrumen teknis dalam pengelolaan kualitas
udara di DKI Jakarta ? (Probing : Jika tahu, sebutkan 1)

b. Menurut bapak/ ibu, bagaimana instrumen teknis itu dilakukan?

(Mohon dokumen tentang instrumen teknis di instansi bapak/ibu)

4. Sikap dan Peran SDM

a. Siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan kualitas udara di instansi bapak/ibu
9

b. Bagaimana gambaran SDM dalam pengelolaan kualitas udara di instansi
bapak/ibu ? )
{Mohon dokumen tentang keadaan SDM di instansi bapak/ibu)

5. Sikap dan Peran Serta Masyarakat

a. Bagaimana sikap peran dan serta masyarakat yang bapak/ ibu harapkan ?
b. Bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat ?

6. Alokasi sumber dapa

a. Berapa anggaran pemerintah yang disediakan untuk pengelolaan kualitas
udara di DKI Yakarta tahun 2008 ?

b. Bagaimana mekanisme penganggarannya ?

c. Bagaimana penyerapannya di instansi bapak/ibu ?

d. Bagaimana mengenai kecukupan anggaran untuk pengelolaan kualitas udara di
DKI Jakarta ?

{Mohon dokumen tentang rencana dan realisasi anggaran di instansi bapak/ibu)

7. Tata laksana kebijakan

a. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pengelolaan kualitas udara di Propinsi DKI
Jakarta ?

b. Apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan kualitas
udara di Propinsi DKI Jakarta ?

8. Keterpaduan hirarki antarlembaga pelaksana

a. Bagaimana pengorganisasian lembaga pelaksana di DKI Jakarta mengenai
implementasi kebijakan ini ?

b. Bagaimana peran instansi bapak/ibu 7

¢. Bagaimana koordinasi antarlembaga pelaksana kebijakan ini ?

d. Apa kendala dalam hubungan antarlembaga pelaksana kebijakan ini ?

9. Pemantanan dan evaluasi

a. Apakah ada pemantauan dan evaluasi dalam kebijakan ini ? (Probing : Jika
ada, bagaimana ?)

b. Apakah ada tim yang melaksanakan pemantauan dan evaluasi ?

c. Kapan dilakukannya ?

(Mohon dokumen tentang pemantauan dan evaluasi di instansi bapak/ibu)

Pelaksanaan Wawancara Informan
Hari/ Tanggal :

Tempat

Jam : mulai ......... s .........
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i;l.o.- ‘SaﬁipeI‘
Instansy/ Dinas : SUBSI STNK SAMSAT JAKARTA SELATAN

Alamat
Telp./ HP
Wakiu

Latar Belakang Responden

Nama Responden

Usia Responden : Jenis Kelamin: L / P
Pendidikan terakhir
Jabatan dalam kantor :

Lamanya bekerja

Selamat Pagi/ Siang/ Sore

Saya Andi Alfian Zainuddin, saat ini saya sedang menyusun tugas akhir dalam rangka
penyelesatan studi pada Program Pasca Sarjana Fakuitas Kesehatan Masyarakat
Universitas Indonesia — Peminatan Kebijakan Kesehatan, berikut topik tugas akhir
yvang sedang saya lakukan adalah mengenai Analisis Implementasi Kebijakan
Pengelolaan Kualitas Udara Perkotaan Terkait Transportasi di Propinsi DKI
Jakarta Tahun 2008

Untuk itu, saya mohon kesediaan bapak/ ibu untuk membantu memberikan informasi
sehubungan dengan penyusunan tugas akhir ini. Untuk kenyamanan bapak/ibu, semua
data yang terkumpul hanya digunakan untuk keperluan pendidikan saja. Demikian,
terima kasih atas bantuannya.

[ DAFTAR PERTANYAAN ]

1. Peraturan terkait
a. Apakah bapak/ibu mengetahui peraturan apa saja yang terkait dengan
pencemaran udara terkait transportasi di Propinsi DKI Jakarta? (Probing : Jika
tahu, sebutkan 1)
b. Bagaimana bentuk peraturan tersebut ?
¢. Menurut bapak/ ibu bagaimana pengaruh peraturan tersebut terhadap
pengelolaan kualitas udara di DKI Jakarta ?

2. Iunstrumen teknis
a. Apakah bapak/ibu mengetahui instrumen teknis dalam pengelolaan kualitas
ndara di DKI Jakarta ? (Probing : Jika tahu, sebutkan f)
b. Menurut bapak/ ibu, bagaimana instrumen teknis itu dilakukan?
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¢. Bagaimana penegakan hukum dalam pengelolaan kualitas udara di DKI
Jakarta ?
(Mohon dokumen instrumen teknis})
3. Sikap dan Peran SDM
a. Siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan kualitas udara di Propinsi DKI
Jakarta ?
b. Bagaimana gambaran SDM dalam pengelolaan kualitas udara di Propinsi DKI
Jakarta ?
(Mohon dokumen keadaan SDM)
4. Alokasi snmber dana
a. Berapa anggaran pemerintah yang disediakan untuk pengelolaan kualitas
udara di DK Jakarta tahun 2008 ?
b. Bagaimana mekanisme penganggarannya ?
c. Bagaimana penyerapannya ?
d. Bagaimana mengenai kecukupan anggaran untuk pengelolaan kualitas udara di
DKI jakarta ?
(Mohon dokumen rencana dan realisasi anggaran)
5. Sikap dan Peran Serta Masyarakat
a. Bagaimana sikap peran dan serta masyarakat yang bapak/ ibu harapkan ?
b. Bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat ?

6. Tata laksana kebijakan
a. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pengelolaan kualitas udara di Propinsi DKI
Jakarta ?
b. Apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan kualitas
udara di Propinsi DKI Jakarta ?

7. Keterpaduan hirarki antarlcmbaga pelaksana
a. Bagaimana pengorganisasian lembaga pelaksana di DK} Jakarta mengenai
implementast kebijakan ini 7
b. Bagaimana peran instansi bapak/ibu})
¢. Bagaimana koordinasi antarlembaga pelaksana kebijakan ini ?
d. Apa kendala dalam hubungan antarlembaga pelaksana kebijakan ini ?

8. Pemantauan dan evaluasi
a. Apakah ada pemantavan dan evaluasi dalam kebijakan ini ? (Probing : Jika
ada, bagaimana ?)
b. Apakah ada tim yang melaksanakan pemantauan dan evaluasi ?
¢. Kapan dilakukannya ?
(Mohon dokumen tentang pemantauan dan evalvasi)

Pelaksanaan Wawancara Informan
Hari/ Tanggal :

Tempat

Jam s mulai ........ sid ...
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:

Al

PEDOMAN TELAAH DOKUMEN

Dokumen Peraturan terkait Kebijakan Pengelolaan Kualitas Udara Perkotaan
Nasional dan Propinsi DKI Jakarta

Dokumen instrumen teknis

Dokumen keadaan SDM

Dokumen rencana dan realisasi anggaran

Dokumen hasil pemantauan dan evaluasi tahun 2007/2008

Dokumen tingkat mortalitas dan morbiditas terkait transportasi Propinsi DK]
Jakarta Sampai Dengan Tahun 2008

Implementsi kebijakan..., Andi Alfian Zainuddin, FKM Ul, 2008



wogqud 3u

'sod doypq UKoy
uoypindSusi
qifom -
i tpod yoptieaiad usp
ol ppaad pumo nwn Loy S
tyoteead Juvd juy dopias upp
noyy anipSuaty ‘situa tn qtion
Suod upinp ugpAppUsy doyag
BpD Yopi} s Biopn HoUDEIUA| '$03 4o3ypq utng
DADPR UDIDIUoNId usjppraluad uoypundduswu
ofugug ‘Wit ¢ vpaad Buvyuzgl ‘copr unyoy 7 ou|  “wspus 1 ‘cooz
1ypjpsot nopoy fdoi §00¢ ¢ op4ad|  opo pip 1p nopoy $00¢ ¢ ppaad| yndaph  undminiad, HnyDj) ¢ vpag qAd-E-1d / YrIB(T MeMIBIDd| 7' ']
1oBuonay
uop Liafan
wojop 1l ¢
quBnpdumuopaig
Y30
p3npiopun)p
Bupd pwps.ag
1snasst ppoday
HaDQM YNIS [F ofd ub3uay
Bunfundiad yun 6 unyvt p1 NN bés dd N-d-£d / [6U0ISYN BINYIS URIIRIS|'['T']
g-1d 7 usamstag yyueg) 1’1
9 g 4 £ 4 I
NYWIOINI Q0N [IVH ON

(Ld) exIa] ueinjeiag |

VLEVIIVI DI ISNIdONd IG NVVIONHId VIVAN SYATTVIN NVVIOTIONEL NVIVIIEDT IIVINAL NVINLVYAd SYRILVIA

., Andi Alfian Zainuddin, FKM Ul, 2008

Implementsi kebijakan..




HIU2LIBY UDSDADY
vpod dosontiag
UDRIDpLUIY S0qIq
Lipy UpDUDSHDad]
Bupjuay my

‘£002 unym ¢g ou
ARnLiagnd 1synysuy

DI-g-d / MUy 15Yngsuy

LAY

optitad|
jpuossiado
uppappuay

Hpp wnwn
uppnyBND yrpun
£08 Apyvq uDyg
uppun3uad|
Buwtuag my *L007
Hnypy [p doutou
gnisad ‘ojonutag
upbippuay Busng
503 1sitla so0G

Btivquup Sujus)|

§067 unyor 1¢
OO ANLFGNS

unainiad|
“ojounaq
uonnpusy
UpInKad|

upp I5tiild

i Buopeas L007
unyy 76 qniaadi

DA-t-1d 7 MDA TRINEIS]

't T

., Andi Alfian Zainuddin, FKM Ul, 2008

Implementsi kebijakan..




upLgsHpLead|
‘npBtngnif.od|
souip)

1010 LIDY JI0343]
1SIDISH-ISUDIS L
‘dnpiy unBunydury
Upuapuaay | NeT

JLI~d~1d / UEIEnquing WIe[ep I18§1a) Ismesuy| ['¢'|
unlpy ¢ gy
‘vup} tivp Suvfind|
BupAs sasod g d-Ld ; ueysnqmag sasod gl ‘¢-i
Baopn Seny
Loynopuaguatit
‘nippn sopony
uoumpLadiua
‘mappn soiOnYy
] ks [L-1d frempied wenfeg| ‘z'1

., Andi Alfian Zainuddin, FKM Ul, 2008

Implementsi kebijakan..




WooplL VP38
sHa 1fn Buviuay
UpY H438429

Aoquins nojoy g0-g-L1/ g i) 17T
gn3aad g-L1
pdn4og nyp opy| | SIOYI], MAWMLIISUT Ynjuag T
£ T |
NVIRIOANI 100N /IVH ON

(L1} sty ], uamuniysy °7

VILYIVAVE DIA ISNIdO¥d I NVVLONHAd vAVAD SVLITYIN NVVIOTIDN I NVIVITED LIVUAL SINMAL NEAWNHILSNT SATHILVIA

., Andi Alfian Zainuddin, FKM Ul, 2008

Implementsi kebijakan..




[243uag
Bupsowi-8uson
ip upyOIpasip
snivy Buvd
1Souiofuf wop
upp viop 1soyyde
1AISIS IStz

tin sniny ppuoy
oAUDPY ‘ISt 1
vuosyppad tayBuaq
p DAYDIID
‘1513 gin sy
Yoo uvjpupsyulip
1pogLd
uDDAOPUY IS|UD
1fn uovuvsH a4
‘undungniyiad,
SDUIP YOMDG

Ip dojouLtag
HODAOPLUZY
uvpinBuad gy g
1DIDg ISOUIPA00Y
Ywang ip

Dpn4aq nyt wntn
upny8un ynjun
‘1oyas uopng

0 doyas jspus

1n upynypa ny
UDDIBPUIY OAUIAS
yryun unyqifomiq

L-gN~g-LI
/1STRIZ 1) UBBUBSYR{O] SR,

TUTT

., Andi Alfian Zainuddin, FKM Ul, 2008

Implementsi kebijakan..




1S0SYDISOS
UL
Hoop V1438 1Ny
USLq JDYDLDASD
ugp \SUSIPISOs
upynypIY
lupiop ueqiomnay
wAundiaw
pptiad
‘upBupttomay

Bhp 1op
uv8unqud yowpo
1ut 1SUSHDISOS

08

-g0-g-11 /sTud 100 sesiesog

£ET1e

., Andi Alfian Zainuddin, FKM Ul, 2008

Implementsi kebijakan..




yoMDg

oy yoBuauaw Suod
yniun isp.aadoy
U3 tuiop
BubA 153ps-jsyp}
yniun 3qq piy
431430000 n1pA|
updtungnydad
uauiatindap

{4vp sosnd

1Mop unniupg
vpo uvp ‘3gq
ypiopo Lpi3ugas
1501 *89q yopns
upt3vqas Suod|
foloq uvyvliqay
uppnuay

‘npnp oo
{daquuzt unSuap
Avssng brpniay
‘tinen uomySup
NHJUN DUBINID)
SUB A0DG UOYLq
uppundsuad,

Dgg-g-11 /Dgg ueeundusg

1T

., Andi Alfian Zainuddin, FKM Ul, 2008

Implementsi kebijakan..




sndpg

dnyno vduwyafa uop
wluupynypiatu
snavt

yodopm Bupsout
~SUISDUE DUDH

1p ‘unitiioyy uppof|
Ip l4adas yoyas

UDINQas uoynyoip
UDpLOPUIY IEH-g~11 /olouLRg
SUgaq vy UEBIEPUaZ] seqdg e ‘£'1°7

., Andi Alfian Zainuddin, FKM Ul, 2008

Implementsi kebijakan..




4oy vdviagag
tpBungnyiad
sop jood 2y
DMBGID YEDAOPUDY
143G UBYDIDS3Y
uoRnYDAU

Buvy
lidadas plujoriigf]
‘yuoduys upindag

pdniaq isow
1diy ‘vAudvuagas
Buvd wnxyny
umyp8auad vpod|

nooy ‘upqiiaua g joduips winag MI-HdJ / umyny ueyedausd STy} ‘7'¢
DSy DpUap 00005
yordns vin{ 7 nopp noI 000 02
viofusd unng 7 1SyUDS biay NS-Hd ASYUES yMUag| '1'¢
9 |4 £ [4 I
NVIARIOJINT HAOM 'TVH ON

(Hd) WNy TEHBSIUI] ‘€

VIAVIVI QA ISNIJONd 10 N¥VLOMHId VIVAA SYLITVI NVVTOTIDNIL NVIVITIIN LIVHEL WIDINH NVIVOINId SITHLVIN

., Andi Alfian Zainuddin, FKM Ul, 2008

Implementsi kebijakan..




Hoyas
UNYDI2S 40J01I43G
ubpDpUY
tn3uad uviwdaduad o 77
wppp ‘uoing ynaun uoypsiad
£ DUID]as 40j0ULIag uppupsyvIad
UGDLOPUIY 0y woipp
uotinBuad yopyp npupgiuaw uod
‘tnBuad z(7 foapas|  (AouaBo Suypy
10331 Ip 10141 DPY| [D3UY233) Y LT L1d - NS /BUNERg [PPON| €'
LILS LT 1
uvp 19y3uaq pog
iy 138403 DUy
dnyno 18401 (40P 840¢
DAUuUaGas INGS| MO 193] yopng U-NAS /NS 1SESIBNY | 'T'd
subpa; pip
ub3uzp vuvsypiad|
1243uaq 917 OI-NAS /NS 188 L[ T'p
.4 £ z
NYIAROINI HJON /TVH ON

(AQS) PENGEI EABQ 19GNG 5

VLEVIVIE DA ISNIJOYd IT NVVLOMNA A VEVAEN SYLITYIN NVVIOTIONAI NVIVIISTY LIVIIYAL VISINVI VAVA YAHINNS SHTILVIA

., Andi Alfian Zainuddin, FKM Ul, 2008

Implementsi kebijakan..




yvda0p

yojutaatuad,
siuya;  pujquiad
{v8vgas  148vpdap

tpysmmuaty SupA|
Qidd  uvipmuay

1Sjwa
tn jppo (soiquoy
yniun uvp

‘spuz  tn sapm
ppup} tiwopoluad
“tayBuaq uvpysuad
yrun uppdoiquiad|
‘Ishyar  uvyypiad)
ynpun uppdniquiad)

Bund8upuatit

Joyvapdso
i) Jon8uag
pupw ip ‘tpui

ax oRRgIp upvAngruad|
upipnway  ppuiad| tials)s
180} loquiay ‘vAuupm 88Uy
pidp tp soypqip| topu upp dnyBuy
‘oAusvyiiond| uoBuap  uvioiSay
youdip uvipriuay| uopnsn uoynyopaut
‘wpaddog| uvBusp  ggJy|
3y  uvynfoBuapy| vy  up.aw33uy] MIN-NAS Areredduy swsneyay| 7S
ROIOI3 ]
Hrun dady
upo yopLL bpD YopiL Yo ] Jopil nYDL AUPIL| HOp % & bpy T-NQS /UBIB33UY yeung| 1'g
9 s |4 £ (4 I
NYIWHOANI J40X /'TVH ON

(NGS) sueq Jqung ‘g

VIAVIVE DI ISNIJOdd I NVVLOMHA VAVA SYIITVOM NVVIOTIONEI NVIVIIET LIVXRIAL VNVA NAFINS SHTILVIA

., Andi Alfian Zainuddin, FKM Ul, 2008

Implementsi kebijakan..




dnyno yopns 1fn finuadaa)
o1 uptoyButiad| jodop jouuni
uop uopaylawad| uoirngay yopi
ynun noy Buyod Buvany|  H-NAS mvredfuy uedromosyy| p¢
ap4as5.42] %
06 - 08 viv-ppd|  YS-NAS /ueredSiy wederafuog| ¢'s

., Andi Alfian Zainuddin, FKM Ul, 2008

Implementsi kebijakan..




s tn

UDYRADIAU Hrgun

vAunuoIunySuy

uop

‘zuviuay dousSas

3y pAWas 2y

HONISOSIIDISOSUBLY

miupquiat:

UDNISDSHOISOS U
vstq uoydnioyp oIDyL3q
v3nf Lypuss DdD23S (STl
wpaodson Hn umnpraw
‘Istus ifn vhtLiojouLiaq
puvsyviad 13y8uag BIBpIL SEII[ENY UpDIDPpUIY
ippfuati syt n88uedduamr Suel upyOSH 4ot
vEn{ uoydoioyip| WeIpRloY-uRIpElay 1oypnenu
ubyjodu8ua 1238uaq ueyioderom vAubua Dy
dupos  vstg p3n|| D4ppn SOIfONY Jyvioievw | Jeylaq yexeresseul|  yajo ‘Suvng suf
ioyospASo pydas| dopoyias DlibINS) ‘tioyas ‘erepn SENTENY]  gspud uoyolosay
o upLadiag upSunyuy uping 9 jsiua | ueepolssuad werep i
my oyadautl  ynpad ofusniny| 1fn ubypuosypiaw Buss ueradisg|  Suvd upvivpusy

uvydv.aoy oy JoxpapAsou| snaoy 1p30iDASOLE 1ByRIBASeIn uwpundduouw| g-Nd NBNRIBASEIA wernd Juusg| 1'9
S r £ T I
NYIWHOINI HAOM /TVH ON

(N d) YEHBABASBIA WRI] ‘O

VIAVAVE DAA ISNIdOYd IG NYV.IOMAEd VAVAN SYLITVAN NVVIOTAONIE NVIVIEET LIVUAL LVIVIVASYIA NVIAd SSELVIL

., Andi Alfian Zainuddin, FKM Ul, 2008

Implementsi kebijakan..




‘up4nip
UoYDUDSYB
oy puosyorad
nAd yoyas

DHIDS DY DN
isupysup upyni npny
1p opo Buvk 'y

1P 1sttod plusnivy
uoyiwiaday Suopq
"oy HryTIa
Y310 HIbaia]
T uoBungnyaadg
SOUIT Yo P

MY upynyvow
3up{ opv yopy
ipoqiad fiqow noy
‘wentun uoinyBuo upp

oAuuwSunySusy
vpod pydg
noyoy ‘visnuL
oped  bAuuvuvyausd
oy vl jayosy
o aapsod  ynjuag
nomw  pAuajoy-oioy
ip nojp sng 3upnd

11pyas upng
9 doy Buvivg uvp
uinwn uonyaue 1n
‘tfn sopo} snvy uopof]
¥o; ubp  uvugziad
twop Ml joudou
Supqiuy wiwlp
vAuBupng sv8 St
vdpdns vEofuam
oy ‘Buvivg  uvp
uiman  upinyduy  tu

pyidqyviopy

blaay iyt 10101298
pras ‘pyosn

DR upp s} ‘vAv!|
odatu vptod 'ndy
‘uppiouoyasad odtg
‘dsv 041g ‘wnyny
041q ‘Bopupad]

Hyos Bup.ao pyq 1dp;
"nyt ynun woduodoy
1D SHya] PAVI2S
upyng ** upSuap
Joya3) upBun
upByasay SouN
upBungnyiad spuip
Bupwa winn niun
upy3uopas pyidq jp
Bubtuawt pouoisviado
UDDDPUIN YNSDULLD]
1poqpdd  Suyps
Tt spulp onp [pof|
WOJOULL3q UDDADPUGY
140p UDY A0S3q4a}
JDLaousd L8 GIns
DMYDq Hf1sads

Av43BL2q yoy
dotiaouad 4agquins
14snpuy ‘soB ayog
uvYoq Uop Istua

1 “ynsow nifs p
uvyoyasay ‘uvduvns
woop pawpn SvIony

Ub§aq uopopuay| oy vAuppsIu| toy wep 40jouag ‘upBunqnyad| vanoss uvBunqniad| vAusBunf uoyoyasay
ynun snsnyy yry| ‘vl uoynmnduad ip)| uvviopusy upyinBusd) soutp ‘ pyidq SOUIP nOJDY| SOUNT UDLISIPULID ]
vAuvraon uoynyoip| ofuoy oy uviad my| 1p viy ‘upBungnysag "opadddq yoppp| © dnpyy uoBunyBuy|  svuig ‘uvibyasay
vAuuving o doyas| ossout  1soriodsuvds ‘uptfnBusd|  v1o8Bup uvipnusy uvpppuaduad souT ‘GHTIT
RII 'MPQ2G UOBIDPUIY | DIOD ‘Romsng| pydn upiadioq Suywd| ‘uvBunqmyssd soupp| uvBuap yoyas; pyidq|  1siwe 1 upIpnsy
uvywdnaw| yoruoo w8uqas| Suvd  uvBunqnysad| wpp Sopujasd svup| nowy ‘updungnyiad upBungniag
vip vAwwpupas nopoy| ‘vlos upynduad| soup 1p Suvk nogoy| jypa ‘pyidq yojopy soup uop pyidq sv8 'GHTdT
vAuuupungny vpo | -uvyninduad  wowp| ‘pyidg updadiaqi wijy onjay ‘yv.ivdusd| ysod Suvd SunsSupy|  uvp uvSungnyisg La-Md
vy j1qow now Y | uvaadiaq oduvy oyy| Suyod Buvi| wdpgas anuiagng| vuvoas wqiiar Suvd Yoo uoynyot|  sedng ueidequiag| 12
9 § 14 £ 4 I
NVINHOINI 40X IVH ON

O1d) usyel1qayy uesusseR "L

A ISNIdOUd 14 NVVLOMH AL VEVA SYLITVAN NVVIOTIONTd NVIVAEIN LIVUIL NVIVIET NVYNVSIVTId SYTYLVIN

., Andi Alfian Zainuddin, FKM Ul, 2008

Implementsi kebijakan..




fofoq ‘sypy ‘Somsng
PLn DUOINGR]
unn Loy auo
ynzun p3nf upynyop
G T

saso.d wivjop 11 1008
Hipuss Dgg ‘wsT
vduvy nit oAuyigayas

Uty pyod3ue Cf

1snua tn G138 DAUDIY 1S1UD

siny uvyaidwnyau iin upynyvy o1y vsIG

uysnivySuaty m:QL Suvd uvwpyBuntizy

UD IO DPD YOpi] ‘vjo88up 05 140

Duws [p ‘uounyo] “tspua 1in upynyppaw

upsvdogtitad yopns Suvd

undnop YNIS 1poqrid uppiopuay

Suvluvdiad - ymun MDP 90T napq nyf N/

T kinag] ope qopi], 1ppqi4d uopappuy UBBUESHB{od ISESIBRY| ‘T'L

., Andi Alfian Zainuddin, FKM Ul, 2008

Implementsi kebijakan..




vios uonvquiy

— CpPTEg

jasp upypantu
tunag oapn
svijony nojupiiad
wINISDIS "UDYNAD)

ysoy oduny| i1y now Suvk odo
DIy nig Yo§a1as 51321045 DUPIUIL
A010UI2G UDBIBPUDY pof imppanquio ‘vYsusL pAund upOYasoy j10Y3]
upaplfopuad Buviual vdnf isviodsuvay| wngaq “autiuo wngaq Hop (¥ how ax0
spoduatu Suppun upuodpad spppuiojo| ‘unsoypQuiad sasoad| upyisvySusd uvSusp upypdvpuad soup
-Buppun “ingwBuany)  oAvupywSSuvBusul]  piv2as 1so4ado.sq| wowp yisow Lpuot 110481 DUALLY nojoy ‘HUy VUDS
Buvd vpo yopy va8u vs1q 033u|  upodbiquad wWASIS|  ylUIN JLD) vpv|  1p uvisiroday ansun
soo jp uoamy “opolojy  pol  psyodni|  pisod ‘wiBuvpunyip| uvBusp vAwnluvias|  yisout ‘uoynngasay Dp pUaLDY nypy
Yopy viiongay 4aod| wopp  ynsow v38u siquy vAupigow upipnuzy|  papoas danooBuat| p83u vd 'wingaq Suodl
uvyinuaday yopunf| vyy vluyoipsou uny ‘umnySuy ‘TdV 1edoiqip ospq uinyaq Buvd| vAwoswos Suptiaw
HDJD HODADPUSY ‘Undadiaq upoyosniad|  yisow OOz toduios| istua tin Joi ymun|  upuing) 4osaq Suvd
visn uosojoquad| piry  navq  vAuryws|  [op (sypa. vpy 1do;|  Buvd istwa yin snpny ubyiostu “1yduioy| 1oy npons uvypdnisw
"vAuIDsag-405293s| Sup.o dvpoiis; ‘nit jpqa; dvstiag vpuv} unpppIuad tungaq yisow Advaayy yooys
yofod indunuatu| viwyafs by ‘pydg Buud uninySup ‘ISpfa) unsngng unywfigay nions upNAvISw AU
RBID DU | Y210 NRAUDG  YIGD} vpod Dpoydaq)  Sojfony oNUSHDL 1op Bursinpuad uop dojs winjaq
urBur yisot jsis nyos| vAuisyodny unfpmuazy|  v4v23s uvqrasusd wngeq Suvd ngg uangsuy joyviedson ‘dois
1p uvdupusday 7 opr|sniay ‘vpy v33u vy upynyviout|  topdns Wwypiwdsow| Buvany wyvivdsow|  wngaq Buod wnyny MOd
Yisow jus 1p vussoy | upapd3un  ympsow youdad vy ubippusay)|  wimpny uoowposey|  ypBauad joySuvied| AreBursyRIRg B[EPUSY| €L

., Andi Alfian Zainuddin, FKM Ul, 2008

Implementsi kebijakan..




uvistoday
uvuap vduonivn
upudi g uptinypdasay uotivyodasay
unurBiag opo winag opp wintag| (I-NDI/ISEUTPIOy] BJepussy ‘'8
VIOS S Tg SHART gTga]
tn  uovupsypiad|  pSiq uoyyng uyp
upniuaiiad| vpod oAUy ‘uping ¢ doiyas
~UDMIUINIE pAusoupL00|  uins uonwssiag uoipliag dvja] S-NDI /ISBUEPIOO] ynjueg "1'8
9 S 14 £ [4 !
NVIARLOANT ATON IVH ON

(@D isempyo0y] g

VLAVIIVE DI ISNIdOYd 1 NVVLOMAA VIVAN SYLITVAY NVVIOTIONIJ NVIVIET LIVIHAL ISYNIAHOOM SHDULLVIA

., Andi Alfian Zainuddin, FKM Ul, 2008

Implementsi kebijakan..




yOpl NI
di4as43; uv038up
wu33us nojo
1jpyas uvgng uvpof 1ut twv8oid|

9 uiv pyiag yod uopmy n183uvd iy I-4d/
ifn tinyeBuaue viry| ny ISDRIDAZ ‘unypy dptias ‘bpy| 1SENBAY ULP UBNBIRUIOJ SensuoIy| '¢'g

"TUf URD] AR
HOMa3] YopRS g-3d / 1Sesieay| 'T'8

'%%07 yofupgas
Hioq popn
sopiony uoSuap
oy yopuinf]
uvpyButad
“spua tin
HUNNYDISW YOPNS
SuvA uvpviopuay
uastad

vdvizq yojopo
pAuOIIp U]
s 1fp D1-Hd /13881 1’8

9 § |4 £ [ I

NYIHOANI 00N /TVH ON

(3 d) 158N[EAT Uep UENBIUEY] G

VLUVAVI
A ISNId0Ad 1T NVVLOMHA VAVAL SYLITVAYN NVVTOTIONTd NVIVIIED LIVINIL ISYATVAT NVA NYDVINVIWIL SSITHLYIN

., Andi Alfian Zainuddin, FKM Ul, 2008

Implementsi kebijakan..




	Halaman Judul
	Abstrak
	Daftar Isi
	Bab I
	Bab II
	Bab III
	Bab IV
	Bab V
	Bab VI
	Bab VIII
	Daftar Pustaka
	Lampiran



